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Abstrak

The phenomenon of sex-change operation transsexual
patients has been happened since long time ago and
continues to this day. But the emergence of diffees
in legal opinion on this case in particular between
Islamic law and civil law, caused/made public candn,
especially those transsexual patients. The Maiblpnas
in this study: first, how legal reasoning of cilaw and
Islamic law on sex-change operation transsexuamist
Second, where is the difference between civil law a
legal reasoning of Islamic law on sex-change opmrat
transsexual patients.

To answer these problems, the researcher
used a descriptive comparative study with the agugro
of case study. This study emphasizes on data éxtrac
the field with a particular technique, and thensttated
in a sentence by categorizing based on charatten, t
taking the conclusions.The Research findings indica
that the background of the emergence of differenmces

legal sex-change operation transsexual patientseleet



civil law and Islamic law in Indonesia due to the
difference between the two legal reasoning. Althoug
they are from the same basic legal issue is adegal’
status for people with sex-change operation transdée
but between civil law and Islamic law is differentthe 3
(three) other elements of legal reasoning.

Civil law has no specific legal basis of sex
change. But his position to check and decide tlee,ca
has directed the judge conducted an analysis using
contextual epistemology progressive character @& th
concrete, objective, and using an inductive apgroBy
this kind of epistemology allow the emergence of
adoption statutes of a sex-change operation for
transsexual people when there are certain factsattea
legally justified. The Islamic law actually has egél
referral cases of sex-change operation transsexual.
However, the use of textualist epistemology witbtedct
characters, subjective and deductive approach, ngaki
MUI prioritize the major premise (the textash) of the
minor premise (empirical facts). The impact, the lo&

sex-change operation is found by study of the tpply



to all patients regardless of the heterogeneity of

transsexual background.
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Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT,
yang maha pengasih, penyayang dan pemurah, karena
hanya dengan rahmat dan pertolongan-Nya, penulis
dapat menyelesaikan penelitian yang berjudidgal
Reasoning Hukum Operas Ganti kelamin Penderita
Transeksual (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum
Perdata). Penelitan berangkat dari fenomena
kebingungan masyarakat khususnya para penderita
transeksual tentang kedudukan hukum operasi ganti
kelamin bagi penderita transeksual.

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran latar belakang perbedaan
ketetapan hukum antara hukum Islam dan Hukum
perdata Indonesia. Sekaligus sebagai bahan kaaan d
masukan  bagi pihak-pihak yang terkait dengan
fenomena ini agar lebih obyektif dalam memberikan

jawaban hukum terhadap penderita transeksual.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdirdda
jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan (QS.:413). Namun
kenyataanya ada fenomena kelainan atau ketidakjejasis kelamin
(intersey. Di antara bentuk kelainan tersebut adalah alardividu-
individu yang secara fisik jelas menunjukkan jekésamin laki-laki
atau perempuan namun memiliki kecenderungan pemiginginan
berperilaku yang berlawanan dengan jenis kelamisikrfya®
Fenomena ini dikenal dengan istilah transeksual tatangender.

Seiring dengan semakin terbuka dan beraninya piader
transeksual mensikapi problematika status jenisrkiel sesuai dengan
keinginannya, maka persoalan hukum akan semakita.nyeasus
operasi pergantian jenis kelamin yang diakukan dghs Widoyo
misalnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pegpen oleh
Pengadilan Negeri Batang Nomor.19/Pdt.P/2009/PNgadebatkan
perubahan statusnya dari laki-laki bernama Agus ogd (AW)
menjadi perempuan dengan nama Nadia limira Arka@éaA)?

diakui secara perdata.

! Purwawidyana, Operasi Penggantian Kelaniin (Simposium

Pergantian Kelamin, Ungaran : UNDARIS, 16 Septenil®&9), him. 4
2 Untuk selanjutnya Agus Widoyo dan Nadia Almira Adea akan
disebut inisialnya saja



Keputusan pengadilan tersebut ternyata sampai isaat
menjadi polemik hukum, khususnya dari kalangan unséam.
Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang mewadahi rselu
representasi ulama dari ormas-ormas Islam di Inslarsdengan tegas
mengeluarkan fatwa haram operasi ganti kelamin e¢ritad
transeksual. KH Ali Musthofa Ya'kub, Wakil Ketua Ma Fatwa
MUI menegaskan, mengganti jenis kelamin haram huigam
Menurutnya seseorang dikatakan laki-laki atau pptem ditentukan
hanya berdasarkan kelamin, bukan dilihat dari ffigék maupun
psikisnya, bukan pula dari penampilan dan sebagai@anti kelamin
diperbolehkan dalam Islam sepanjang untuk melakukan
penyempurnaan. Misalnya ada orang yang berkelan@anday
(hermaphroditg Maka operasi boleh dilakukan untuk memastikan
jenis kelaminnya berdasarkan kecenderungan terlibgardua alat
kelaminnya. Sedangkan dalam kasus seseorang yialgjrtéaki-laki
dengan memiliki alat kelamin laki-laki kemudian imgdiganti
menjadi alat kelamin perempuan, hukumnya haramper@edalam
kasus AW, karena memang dia terlahir sebagai &ki-tlan alat
kelamin yang berfungsi kelamin laki-laki, maka hoiwya haram bagi
AW untuk melakukan operasi.

Tidak cukup dengan debat wacana, sikap keras MUI
menentang keputusan Pengadilan Negeri Batang imnu#@n

diwujudkan dengan mendesak Komisi Yudisial (KY) nesiksa

? http://news.okezone.com/read/2009/12/24/340/28/78661 Desak
KY periksa Hakim Perkara Ganti kelamin.
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hakim Pengadilan Negeri Batang, Jawa Tengah, vyaglgh t
mengabulkan permohonan AW untuk mengubah statuss jen
kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan. Lefabh MUI juga
meminta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan DeparterSesial waktu
itu untuk menindak tegas tenaga medis dari rumki Ba Soetomo
Surabaya, yang melakukan operasi ganti kelamin k@hurut Wakil
Sekretaris Majlis Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholetindakan
melakukan operasi ganti kelamin yang dilakukan dananedis
(dokter) jelas bertentangan dengan Kode Etik Keztakt dan hukum
agama. Dia yakin kode etik kedokteran yang ada sdatidak
bertentangan dengan hukum agama, mengingat kdd&estokteran
ini tunduk pada nilai-nilai moral dan hukum yanglaleu*

Di pihak lain, Humas Pengadila Negeri (PN) Batang
menegaskan bahwa lembaganya mengabulkan permohalén
berdasarkan landasan hukum. Meski transeksual tiiztkir secara
spesifik di KUHPer, PN mengabulkan permohonan ga&stamin
berdasarkan UU Hak Asasi Manusia. Undang-undang bisa
digunakan karena sudah disepakati masyarakat asiemal
Sementara dari kalangan medis, sebagaimana diukgkaprof
Djohansjah Marzoeki, dokter ahli bedah plastik yamgnangani
operasi kelamin Agus, menandaskan bahwa dia meakoperasi
perubahan kelamin semata-mata untuk meringankata deanusia.

Dijelaskannya bahwa di dunia ini faktanya ada manyang merasa

“1b1d.
*Ibld.



badannya tidak sesuai dengan perasaannya (trantiskse).
Sehingga menurutnya, perubahan kelamin itu tidakawsn kodrat.
Menurutnya, operasi yang dilakukan adalah mengibimin pasien
transeksual, bukan mengganti kelamin. “Jika pasien tidak
mengalami transeksual, saya pasti menolak melakuerasi “
demikian ditegaskan Djohansj&h.

Sementara itu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
(MKEK) lkatan Dokter Indonesia (IDI), bukannya mesnixan sanksi
kepada tim dokter dalam kasus tersebut sebagaidtitunatut MUI,
MKEK justru meyakini keputusan yang diambil RSU. Boetomo
Surabaya melakukan ganti kelamin terhadap AW tidatanggar
etika kedokteran. Ketua MKEK IDI Agus Purwadiant@mastikan
bahwa sebelum rumah sakit memutuskan melakukarasipsudah
pasti terlebih dahulu melakukan prosssessmerfpenilaian) panjang
dengan melibatkan beberapa dokter dan ahli kejiwBatam etika
kedokteran, aturan boleh dan tidaknya bergantnki@lanemang tidak
disebutkan secara spesifik dalam aturan tertulemi teori etika
kedokteran tidak hanya didasarkan pada perbuapn juga akibat
yang baik bagi orang bersangkutan atau istilahkologi. Artinya,
operasi ganti kelamin diperkenankan jika akibatbg#k bagi yang
bersangkutan. Kalau sudah dikonfirmasi bahwa memsecara
psikologis, perasaan dia sebagai wanita dan osergeksualnya

secara etis diyakini berbeda, lalu sudah dilakukaapi ternyata tidak

® http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2009/122302/, Prof. dr.
Djohansjah mengganti kelamin.
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berhasil, maka berganti kelamin mungkin malah nmemglsi pasien.
Namun diakui oleh Agus Purwadianto bahwa karendakan ini
sudah masuk ranah hukum maka kedepan diperlukamyadduran
hukum berbasis etika yang disepakati.

Kasus ganti kelamin seperti AW bukan yang pertamaus
serupa di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 487@&tas nama
Vivian Rubianto yang berubah menjadi wanita bernavfigian
Rubianti. Selanjutnya Dorce Gamalama yang terldbingan nama
Dedi Yuliardi Ashadi merupakan contoh kaum transsak yang
banyak dikenal publik. Karena hukum di Indonegiaki dengan jelas
mengatur transseksual, Dorce bahkan sudah menikedras legal
sebanyak 3 kafi.Juga sederet nama yang mengikuti jejaknya.

Kasus ini tidak cukup dilihat dari sudut pandangdok
hukum, yakni dengan menampilkan dasar hukum yangeda antara
hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian yanckaiian Ro’fah
Setyowati dengan judul Fenomena Operasi Kelamin Bagi
Transeksual (trangendér)dalam penelitian dengan perspektif yuridis
dan sosiologis ini, dari segi yuridis peneliti raajukkan bahwa
produk hukum Islam dan Hukum perdata tentang oplketesmin bagi
penderita transeksual berbeda. Hukum Islam mengtkara
sementara menurut hukum perdata boleh. Namun kadateam

tinjauan yuridis ini, peneliti mencukupkan diri ngemgkap bahwa

" http://www., Kasus ganti kelamin Vivian rubianto
8 http://www.femina
online.com/serial/serial_detail.asp?id=85&views=49
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perbedaan ketetapan hukum tersebut disebabkan rkedua
menggunakan dasar hukum yang berbeda. Maka tiddupcu
membantu memberikan gambaran dan penjelasan bagyarafiat
khususnya penderita transeksual untuk menyikapoadan hukum
yang dialaminya. Dengan demikian diperlukan peasgh yang lebih
komprehensif dan kontektual terkait dengan fenonngna

Hukum diakui masyarakat sebagai komponen salah satu
kehidupan yang sangat penting perannya. Hukum @it huntuk
mengatur kepentingan manusia baik sebagai makhhgividu,
terlebih-lebih sebagai makhluk social dalam rangkengatur lalu
lintas kepentingan masing-masing individu. Secattaali hukum
dibuat untuk mengatur agar pemenuhan hak dan Keawajndividu
tidak melanggar hak-hak orang lain atau nilai-njlang berlaku di
masyarakat.

Satu hal yang penting dipahami masyarakat bahwenjeh
hukum melewati proses panjang yang terjadi padaakpifiang
melahirkannya. Proses inilah yang sebenarnya meungan
argumentasi atau penalaran hukum dalam sebuahgawalkum atas
persoalan yang ada di masyarakat. Dengan mengetabgal
reasoning (argumentasi hukum) tidak saja akan aliket aturan
hukum yang menjadi dasar keputusan hukum tapigkga diketahui
bagaimana penegak hukum menangkap isu hukum dde-fizkta
yang ada. Bagaimana analisa penegak hukum terlzdidizgm tersebut
ketika dihadapkan pada persoalan hukum konkritinggh terlihat

jelas proses yang terjadi pada diri penegak hukehingga sampai
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pada kesimpulan hukum yang diambilnya. Jadal reasoningakan
mengungkap keterkaitan hakim dengan landasamunmultan
peroalan hukum dengan berbagai fenomena di dalarsayapai
akhirnya menghasilkan sebuah keputusan hukum.

Oleh karena itu dalam kasus operasi ganti kelamnderita
transeksual menurut hemat kami perlu dilakukan elittam
bagaimanalegal reasoningfatwa MUl dan bagaimandegal
reasoning putusan hakim di pengadilan negeri tentang opeyasii
kelamin transeksual. Hasil penelitian ini bisa radhjsampel untuk
mengkomparasikan legal reasoning hukum IslamHidwm perdata
tentang hukum operasi ganti kelamin penderita #iesgal. Dengan
penelitian seperti ini diharapkan mampu mengungkepyebab
perbedaan keputusan hukum antara keduanya, sekatigmberikan
penjelasan alasan hukum bagi masyarakat khususargapgnderita

transeksual dalam menyikapi penderitaan yang diaiam

B. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka
pertanyaan yang muncul kemudian adalah sebagéuberi
1. Bagaimanakahlegal reasoning putusan Pengadilan Negeri
Batang Nomor.19/Pdt.P/2009/PN. tentang operasi gegiamin

penderita transeksual ?.



2. Bagaimanakategal reasoningFatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Nomor O03/MUNAS-VIII/2010 Tentang operasi gant
kelamin penderita transeksual.

3. Dimanakah letak perbedaan antdgal reasoningPengadilan
Negeri Batang dengan legal reasoning MUI tentaregasp ganti

kelamin penderita transeksual ?.

C. Tujuan Pendlitian
Penelitian bertujuan untuk mencari, memahami dan
membandingkanlegal reasoning (argumentasi hukum)  yang
melatarbelakangi perbedaan keputusan hukum ped#atahukum
Islam dalam menanggapi tindakan operasi ganti kelayang

dilakukan oleh penderita transeksual.

D. Signifikans Pendlitian

1. Hasil penelitian dan kajian ini dapat dijadikan agdo bahan
pertimbangan dalam merumuskan aturan perundangigada
terkait dengan adanya tindakanan operasi gantinkeldagi
penderita transeksual.

2. Sebagai bahan dialog yang lebih terbuka dan dapataomong
lahirnya potensi kerjasama antara tim operasi kielalan tokoh

agama.



3. Dan tidak kalah pentingnya temualegal reasoning dari
penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dalanmgka
pengembangan hukum Islam maupun hukum perdata di

Indoensia khususnya dalam menanggapi kasus traradeks

E. Metode Pendlitian

1. JenisPenditian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-komparatiénd
didesain dengan pendekatan yuridis normatif yaitunelftian
yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-as&sinmhu
system hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan rantal®

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi. du
Pertama sumber data primer, berupa data hasil wawancara
dengan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Batang da
Pengurus MUI Pusat.Kedua, sumber data sekunder Yakni
literatur yang berupa undang-undang, buku, arfiedal, dan

literature lain yang relevan.
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sebagaimana yang dimaksud

di atas, tehnik yang akan digunakan adalah wawanadan

° Soekanto, Soerjono, Mamoedji, dan anzwar, Bru@85 IPenelitian
Hukum Normatif Jakarta: Radjawali, 1985, him. 70
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dokumentasi. Metode wawancara dilakukan dalam kentu
wawancara mendalann@epth interviey seputar permasalahan
terhadap nara sumber yang telah ditentukan, yalakinh
pengadilan umum batang yang terlibat dalam pengiglekasus
penyelesaian permohonan perubahan status jenisikekgus
widoyo. Dan pengurus MUI Pusat yang dianggap koempet
menjawab pertanyaan sesuai dengan tema peneffitanentara
metode dokumentasi dimaksudkan untuk meneliti ghlur
dokumentasi baik berupa lembar putusan pengaddalinan
fatwa MUI, undang-undang, buku, artikel dan laimla/ang

relevan dengan tema penelitian.
4. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis datier#iktif
model Matthew B Miles damA. Michael Hubermelf yang
meliputi tiga alur kegiatan yakni reduksi data, yagian data
(deskripsi) dan penarikan kesimpulan atau verifikéseduksi
data merupakan proses data yang memusatkan peripsida
penyederhanaan atau pengabstraksian data kasarnyamgul
dari hasil pembacaan kritis terhadap sumber datéukun
mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada samu
masalah yang ingin dijawab dalam penelitian inidiesi data ini

berlangsung terus-menerus selama proses pendédréangsung,

19 Matthew B. Miles dan A. Michael HubermaQualitative Data
Analysis,Baverly Hills: Sage Publication: 1986, him. 16
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lalu dilakukan kegiatan meringkas, mengkode, dametsuri
tema dan seterusnya hingga laporan akhir seleszsh.

Setelah proses seleksi (reduksi) data selesaiudiem
dilakukan proses deskripsi yaitu menyusun dataertsmenjadi
sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan dateadnesaks
naratif ini juga dilakukan analisis data dan dihamdeori-teori
yang siap untuk diuji kembali kebenarannya. Setglabses
deskripsi selesai, lalu dilakukan kegiatan mendekimpulan
dan verifikasi. Penarikan kesimpulan hanya merupdbagian
dari konfigurasi penelitian yang utuh. Baik proseduksi, proses
deskripsi dan proses penyimpulan (verifikasi) dikdn secara
berurutan, berulang-ulang, terus-menerus dan sosnjusul
agar penelitian ini mendapatkan hasil yang akufamudian
data-data yang tersedia akan dibuat katagorisasi dikaji
dengan menggunakan analisis deskriptif dengan gkealperfikir
induktif-deduktif.

11



BAB 11
TRANSEKSUAL , OPERASI KELAMIN,
DAN PERANAN LEGAL REASONING (ARGUMENTASI HUKUM)

A. Transeksual
1. Pengertian Transeksual

Istilah transeksual berasal dari dua kata trarange
yang berarti menyebrang atau meliftadan seksual yang berarti
karakteristik kelamirt? Gabungan dua kata tersebut dalam kamus
kedokteran memiliki dua pengertian yaitpertama seseorang
yang anatomi luarnya telah diubah menjadi anataar $eks yang
berlawanan, misalnya sebelum operasi memiliki orgalamin
berupa penis, melalui operasi penis tersebut dirubsenjadi
vagina. Kedua bermakna seseorang yang menderita
transeksualisme. Transeksualisme sendiri diartikaebagai
manifestasi gangguan identitas jenis kelamin berkgiaginan
yang kuat dan menetap untuk melepaskan ciri-clerka primer

dan sekundernya dan mendapatkan ciri-ciri kelaaiahnya>

' Surawan Martinus Kamus TerapanJakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2008, him. 636.
12 John Echols dan Hassan Shadigmus Inggrisindonesia, Jakarta:
Gramedia, Pustaka Utama, Cet XXIV, him. 517.
3 Huriawati dkk, Kamus Kedokteran Dorland (terjJakarta: Penerbit
Buku Kedokteran EGC, 2002, him. 2276
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2. Faktor Penyebab Transeksual

Penyebab dari transeksual sampai saat ini masiladien
perdebatan, apakah disebabkan oleh kelainan sdualagis,
termasuk di dalamnya kelainan hormonal dan kromosatau
karena faktor lingkungamgrture) seperti trauma masa kecil, atau
karena sering diperlakukan sebagai jenis kelamibeotzt*

Kondisi-kondisi di atas dapat dikatakan sebagaitusua
ketidakwajaran atau abnormal. Beberapa teori tgranormalitas
seksual menyatakan bahwa keadaan abnormal tersiahorl
karena sugesti masa kecil. Seseorang akan mengaitami
terjangkit abnormalitas seksual karena pengaruhldar, seperti
misalnya dorongan kelompok tempat tinggal, pendidikrang tua
yang menjurus pada benih-benih timbulnya penyimparggksual
dan pengaruh budaya yang diakibatkan oleh komuinikésns
dalam lingkungan abnormalitas seksual yang disatmuired”.

Pendapat demikian didukung oleh teori-teori yang
berkaitan dengan perkembangan psikologi, dengamsastahwa
semua orang pada dasarnya dilahirkan dengan jeglmmin
netral®. Sebagian penderita transeksual sesungguhnya tidak

mempunyai masalah anatomi maupun fisiologi, merakaniliki

1“Zunly Nadia,Waria : Laknat atau KodratYogyakarta: Pustaka Marwa,
2005, him. 40.

K oeswinarnoKomunikasi Sosial Kaum Minoritagakarta: The Toyota
Foundation, 1993, him. 5.

6 Sofwan Dahlan,Hukum Kesehatan (Rambu-rambu Bagi Profesi
Dokter), Edisi 2, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, 110.
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kelenjar prostat, testis, dan penis sebagaimarakigg laki-laki
dan mereka juga dapat melakukan senggama, merasiéiant
dan bahkan orgasme sebagaimana laki-laki normahyePab
transeksual ialah karena masalah psikologiknya,ikdoga
pengobatannyapun tentu dengan pengobatan psikolpgl&.
Bahwa kemudian secara psikologis menjadi laki-laiau
perempuan adalah karena berbagai variable, di aaytarialah
dengan siapa lebih dekat bergaul, serta bagaimaha kang ada
disekitarnyd’.

Pendapat di atas sejalan dengan pandangan Djolhansya
Marzoeki, seorang ahli bedah plastik RS. Dr. Soet@urabaya
yang telah banyak menangani operasi ganti kelamamgy
menyatakan bahwa operasi perubahan kelamin tidak ad
hubungannya dengan kelainan badaniah, juga tidak ad
hubungannya dengan hormon atau kromosom seseoPaua
mereka yang sakit adalah jiwanya. Hal ini dibuktikzerdasarkan
pada kondisi pasien yang ditangani, semua secaegtigdaki-laki
tulen : kromosom XY, berbadan segar bugar, tidaek kelainan
hormon, semua fungsi organnya berjalan normal. dadi data
tersebut, penyakit yang mereka derita adalah pényaka

transeksual. Kelainan perilaku seksual ini bisdbdertuk sejak

YSetiawan Budi Utomo,Figh Kontemporer Bab ‘Transeksual dan
Hukum Operasi Kelamin”Saksi No. 20, Bandung 2002. Sebagaimana halnya
pendapat Buchori Masru@perasi Perubahan KelamiiSimposium Pergantian
Kelamin, Ungaran : UNDARIS : 16 September 1989)).H.
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kecil. Kemungkinan karena lingkungan yang kelirun didak
menunjang pembentukan pribadi, sehingga setelatasiewsulit
berubalt’.

Berkaitan dengan masalah penyebabseksualismni,
perspektif media mengarah pada kemungkinan diseinalleh
predisposisi hormonal, hormon faktor-faktor indokrkonstitusi
pembawaan, dan beberapa diantardpgsis biologispada masa
prenatal sehingga dapat menumbuhkan perilaku seksual yang
menyimpang’.

Berbeda dengan beberapa teori di atas, dari peagaku
penderita diketahui bahwa mereka menyatakan dipédan secara
wajar oleh orang tua, sementara kelainan yang raeakni telah
dirasakan sejak masih kecil namun orang tua tidekyadariny®.

Hal demikian juga dijumpai pada responden pendéidtaseksual
pada penelitian yang dilakukan Ro’fah bahwa meskipara
penderita transeksual tidak dapat memastikan kapartai
merasakan adanya kelainan, tapi mereka mempunyaiapat
yang seragam tentang penolakan pendapat bahwa skondi

transeksual mereka disebabkan oleh suatu ketimpanga

'8 Djohansyah Marzoekini Operasi Ubah Kelamin,Panasea, Januari,
1990, him. 93.

19 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual
Bandung: CV. Mandar Maju, 1990, him. 229.

2 Zunly Nadia,Op.Cit, him. 65.
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perkembangan psikologis dalam keluarga atau pemigian
lingkungan terhadap dirinfa

Adanya ragam pandangan mengenai penyebab
transeksualisme di atas dapat menggambarkan beberap
kemungkinan, antara lain keterbatasan sudut pandandidang
ilmu tentang makna “pengaruh” itu sendiri. Hal kévia tersebut,
lebih khusus bagi para penderita transeksual taghdenomena
dalam dirinya. Dan merupakan hal yang dapat dipahauta
apabila mereka lebih cenderung untuk membenarkan yapg
mereka paham, karena itulah yang sesuai dengarapéwait
mereka.

Berkenaan dengan penyebab transeksual dikaitkan
dengan penangannya, banyak diakui bahwa metodeolpatiag
psikodinamik sering tidak membawa hasil yang melkar$
selain juga memakan waktu relatif lebih lama, sgfsntindakan
alternative yang mungkin dan banyak diminati bagngerita
transeksual ialah operasi ganti kelafhiMeskipun operasi ganti
kelamin sendiri bukan merupakan jaminan akan mand&an
kepuasan bagi pasien. Karena bagaimanapun yangngktgan

ingin menjadi jenis kelamin berbeda secara sempuatap saja

2l Ro'fah Setyowati, Fenomena Operasi Kelamin Bagan$eksual
(transeksual) (Tinjauan Hukum Perdata, Hukum Islaslan Masyarakat,
Semarang: Pustaka Magister, 2007. HIm. 22

?2 |bid, him. 25.

28 Sofwan Dahlan, “Beberapa Masalah Tentang Transéi3an Operasi
Penyesuaian Kelamin”, him. 4-5.
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tidak akan terpenuhi disebabkan beberapa fungsodegsi jelas
tidak pernah akan didapatkan. Ditambah lagi menpemgakuan
sebagian penderita transeksual, operasi menimbetkdnseksual,
berupa hilangnya kepuasan seksual. Bagian-bagiag gamula
dapat memberi rasa ‘“kenikmatan/kepuasan” seksuainjadi
hilang, sehingga yang bersangkutan tidak akan demgstikmati
kebutuhan seksualnya. Hal terakhir tersebut menjaldisan
sebagian penderita transeksual yang tidak bermimglakukan
operasi penyesuaian kelarfin

3. Kebijakan dan Penanganan Bagi Penderita Transeksual

Berbagai pendapat tentang transeksualisme di atas
memberikan pemahaman bahwa dari sisi penderitaasaan
tentang ketidaksesuaian antara kondisi psikis debgdogis yang
ada menyebabkan ketertekanan yang berkepanjanigaamal ada
di antaranya yang tidak kuasa sehingga mengamiaih jpintas,
maka penanganan terhadap permasalahan tersehutpartapat
perhatian yang khusus. Mengingat kondisi-kondisimié&an
merupakan bagian dari beberapa fenomena penyajitakas,
maka harus ada upaya terapi jiwa dan terapi agantak u
memulihkan jiwany&.

Selain hal tersebut di atas, berikut ini beberapaleh
penanganan terhadap penderita transeksual, selselnpai pada
dilakukannya tindakan operasi kelafiin

24 Ro’fah SetyowatiFenomena...Op. cit., him. 22-23
25 .
Ibid.
28 yash, Transeksualisme Sebuah Kasus Perkembangan Traaseksu
Perempuan ke laki-lakBemarang: Aini, 2007 him. 42-44.
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a. Menurut Standar Care The Herry Benyamin International

Gender Dysphoria Associationemiliki tiga tahapan prosedur :

1)

2)

Subyek ditangani oleh psikolog atau psikiater yang
berpengalaman dalam masalah gender. Pada tahap ini
diberikan segala informasi yang harus diketahui dan
dibutuhkan oleh subyek, termasuk apa yang mungkin
dicapai, prosedur, serta apa yang tidak mungkiapdi; dan
konsenkuensi penyesuaian gender atau operasi \{&@my a
dilakukan.

“Two year real life diagnostic test” Disini individu
diharuskan untuk menjalani kehidupan total dengeram
gender yang diinginkan selama paling tidak duariaPada
awal masa ini, subyek sudah diberikan terapi horgyaimgy
sesuai dengan gender yang dimaksud. Selama pdribde
subyek harus terus menjalani konsultasi denganolagik
Setiap tiga bulan, subyek mendapatkan tes fisikadan
semua perubahan fisik dan keluhan dicatat. Perabhnapi
hormon disesuaikan dengan keluhan dan hasil yatak ti
memuaskan. Setelah tercapai terapi hormon selarbalag

dan hidup dengan peran gender yang baru, setiaps kas
didiskusikan oleh sebuah tim, sebelum operasinéajn.
Hanya subyek yang mengalami kepuasan atau merasakan
terbebaskan dari masalah gendernya, yang diijinkan
menjalani operasi. Jika masih ada keraguan, opetasiur

sampai kondisi yang diinginkan terpenuhi.

18



3) Jika semua kriteria di atas telah terpenuhi, sulmigkkan

menjalani serangkaian operasi yang dibutuhkan.

b. Menurut Tim Operasi Penyesuaian Kelamin RS. Dr.idgar
Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang.

Pada RS. Dr. Kariadi, penanganan terhadap pasian ya
bermasalah dengan persoalan identitas kelamingaitaroleh
sebuah Tim Operasi Penyesuaian Kelamin. Tim imitiedari
dokter dengan berbagai bidang keahlian yang tedeiigan
penanganan masalah. Pada tahap-tahap tertentwatkalitpula
Ahli Hukum dan Agama untuk memberikan pertimbangamg
diperlukan. Secara ringkas, ada beberapa tahapgak sampai
pada tingkat pelaksanaan operasi penyesuaian kelami

1) Pada tahap awal, terhadap pasien yang mempunydigkel
dilakukan pemeriksa laboratorium kromosom dan hormo
Langkah awal tersebut sebagai bahan pembicaraaa pad
rapat Tim selanjutnya.

2) Program konseling pra penyesuaian merupakan tahap
berikutnya setelah ada hasil tahap pertama damrtalise
rekomendasi dari Tim untuk ditindaklanjuti dengan
konseling. Pada tahap ini dilakukan evaluasi
psikologis/psikiatris atas identitas jenis dan genderta
orientasi seksual pasien. Pada proses konselimijetaskan

beberapa keuntungan dan kerugian apabila terjadbabhan

2’ Ro’fah SetyowatiFenomena....Op.cit, him. 25
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kelamin untuk menjadi bahan pertimbangan agar kesput
yang diambil semakin mantap. Model penanganan melal
Tim ini ada yang menarik, yaitu bahwa termasuk bagian
konseling yang dilakukan ialah terhadap orang teata
masyarakat sekitar pasien, bilamana dipandang .perlu
Diskusi dengan ahli hukum serta ahli agama untuk
memberikan masukan dan pertimbangan, juga merupakan
bagian yang tidak ditinggalkan dalam proses kongeDari
keseluruhan kegiatan, maka dibuat rekomendasi-
rekomendasi untuk penanganan berikutnya.

3) Terapi medis-psikologis hingga pelaksanaan opeitasi
sendiri. Tahap ini baru dilaksanakan apabila tahap
sebelumnya memberi rekomendasi untuk dilanjutkaerasd
penyesuaian kelamin. Namun demikian, RS. Dr. Kgriad
lebih cenderung menangani pasien-pasien transeksual
terbata®. Kebijakan demikian lebih didasarkan pada sikap
kehati-hatian para dokter pelaksananya, dengan kagkan
dengan nilai-nilai agama dan sosial yang berkembding

masyarakat, yang dinilai masih belum dapat menekasas

% Transeksual terbatas disini dimaksudkan sebagaiséksual yang
dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan kbusaperti misalnya : untuk
menyelamatkan kehidupan rumah tangga, karena &epgrhn peran serta
karena ketidaksengajaan merubah peran, atau penttariseksual yang masih
kanak-kanak. Sebagaimana beberapa kasus yang ditatgani, lihat Ismed
Yusuf, Konseling Pra-Pasca Tindakan Penyesuaian Kela(niakalah dalam
Nasional Simposium on AmbiguousGenetalia), Semarifaget, 2004,him. 28-
31.
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operasi kelamin bagi transeksual murni sebagaimana
dimaksud dalam penelitian fii Sedangkan untuk
transeksual sebagaimana dimaksud dalam penelitign i
penangannya di rujukkan pada rumah sakit lain yang
membuka pelayanan operasi yang dimaksud.

4) Konseling pasca operasi ganti kelamin. Tahap ilakdkan
untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi,
sehingga dapat dilakukan penanganan yang diperlukan
hingga pasien merasa puas dengan kondisi baru ydag

pada dirinya.

Dari paparan di atas, untuk penanganan operasi
penyesuaian kelamin, ada kesepakatan yang senzestiapjadi
acuan para lembaga pelaksana, yaitu bahwa suatyahgltidak
boleh ditinggalkan sebelum disetujuinya operasi ggantian
kelamin pada seseorang, sebagaimana hasil semiparas)
Penyesuaian Kelamin tahun 1978 yang diselenggarakah
Departemen Kesehatan RI di Jakarta, bahwasanyasgeanya
boleh dilaksanakan dengan alasan-ala$an :

1. Kemampuan dan teknologi memungkinkan
2. Ada indikasi medik yang kuat (darurat)
3. Telah dicoba jalan lain, tetapi tidak berhasil

4. Telah dipersiapkan untuk jangka waktu lebih dad tahun.

2 Ro’fah SetyowatiFenomena....Op.cit him.26.
¥ bid.,him. 27
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Guna mendukung kesepakatan tersebut Pemerintah
menindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan datsmtuk
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
226/Menkes/SK/VI/1979  tentang  PembentukanStanding
CommitteeOperasi Penggantian Kelamin yang berisi penunjukka
dan pembentukan tim-tim khusus untuk menangani agper
tersebut, di mana didalamnya terdapat unsur-unaur ddang
agama, medis dan hukum.

Diikuti kemudian dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 191/Menkes/SK/III/1989 tewta
Penunjukan Rumah Sakit dan Tim Ahli sebagai tengban
pelaksanaan Operasi Penggantian Kelamin.

Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa operasi
ganti kelamin merupakan upaya terakhir setelah atiiaisan
filterisasi dalam jangka waktu dua tahun ternyatakt berhasit,
mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya luagaki hanya

menyangkut bidang medis.

B. Operasi Kelamin
Untuk memahami apa yang dimaksud dengan operasi
kelamin, perlu sebelumnya mengetahui terhadap sippeasi kelamin

ini biasa dilakukan. Hal ini penting karena damilgih akan dapat

3l Ro’fiah Setyowati,Operasi Ganti Kelamin Bagi Transeksual Dalam
Hukum Perdata Barat dan Hukum Islat®95, hal. 8.
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diketahui adanya perbedaan pengertian dari opketemin terhadap

penderita transeksual dengan operasi kelamin lainny

Operasi kelamin biasa dilakukan terhadap seorang
penderita yang mempunyai indikdsi
1. Keraguan jenis kelamin laki-laki atau perempuanasBnya

ditemukan dan dilaksanakan operasinya ketika miaih atau
anak-anak.

2. Kelainan alat kelamin dengan jenis ganda atau bdisabut
penderita hermaphrodit.

3. Ketidaksesuaian jenis kelamin baik secara biolqagikis maupun
social, misalnya seorang transeksual.

Berkenaan dengan hal tersebut, Buchori Masrurindlala
makalahnya menjelaskan adanya perbedaan istilahmdalperasi
kelamin sebagai berikut:

1) Operasi penyesuaian kelamin, adalah operasi untlktakkan,
memantapkan dan mempertegas jenis kelamin sesebemagla
salah satu jenis kelamin yang sesuai dengan kogdrsetic dan
anatomisnya.

2) Operasi Pergantian Kelamin atau perubahan kelaadalah
operasi yang dilakukan terhadap orang yang mengajemder

disphoria syndrome(kelainan identitas gender)yang lebih

%2 pantjer Budi WaluyoQperasi Penyesuaian Kelami(Suara Merdeka,
11 Juni 1989), him. 6

% Buchori MasruriOperasi Perubahan Kelamimakalah dalam
Simposium Pergantian Kelamin, yang diselenggarakdBARIS di Ungaran,
16 September 1989, him. 97
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dikenal dengan istilah transeksual, dengan carahmang alat
kelamin yang ada, kemudian memasang atau mencakegkalat
kelamin buatan yang baru, yang berbeda atau bersawdengan
jenis kelamin sebelumnya. Pada operasi penggakékamin ini

diikuti pula dengan operasi-operasi organ lainnge@i pada
bentuk akhir yang diinginkan.

Namun demikian , operasi kelamin terhadap penderita
transeksual lebih sering digunakan istilah pengiesu kelamin.
Pemakaian istilah ini semata-mata melihat dari getif penderita
transeksual di mana mereka merasa jenis kelamiakaedalah jenis
kelamin sebagaimana apa yang dirasakan oleh jiwakaeNamun
bagi sebagian masyarakat berpendapat bahwa yaitgtégiat ialah
operasi penggantian atau perubahan kelamin, meatgiygng
dilakukan sesungguhnya merupakan tindakan penggantari
kelamin yang normal menjadi kelamin lawan jenis gydmahkan

menjadi “tidak normal”

. PerananLegal Reasoning

Setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan dan
kepentingan-kepentingan. Ada kepentingan yang sdamaada pula
yang bertentangan. Supaya kepentingan-kepentingarg ysaling
bertetangan itu tidak menimbulkan kekacauan dindataasyarakat
dan supaya kedamaian dan ketentraman tetap tep@da adanya
suatu kekuasaan berupa petunjuk-petunjuk hidup ataw@n-aturan

sebagai tata tertib yang harus ditaati oleh makgaraPetunjuk-
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petunjuk hidup itu terdapat dalam peraturan-pesatiatau kaidah-
kidah hukum dan juga dalam nilai-nilai agama, ast&idat, kebiasaan
kesusilaan dan lain-lain. Dengan demikian di maskestr sebenarnya
berlaku berbagai macam northa
Sekilas penyebutan sumber-sumber aturan yang

disebutkan di atas sekaligus membedakan hukum dengama-
norma. Seperti terlihat dalam definisi hukum mehbutitrecht,
sebagaimana dikutip Chairul Arrasjid. adalah hingsurpetunjuk
hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu maksargang
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dandjiiaggar dapat
menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari yaeskat itu®
Namun berbeda dengan Satjipto Rahardjo mendédamishukum
sebagai karya manusia berupa norma-norma yangKaerigsetunjuk-
petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencermautem kehendak
manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakata ddan
kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tAokum
mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih olehsyarakat
tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa mlengenai
keadilan®® Dari 2 (dua) definisi di atas dapat diambil kesitam
bahwa dalam realitanya hukum sebagai sebuah atarandiakui dan

berlaku di masyarakat dalam rangka menjaga kedamadian

% Chairul Arrasjid Dasar-dasar IImu Hukurdakarta, Sinar grafika, 2004,
him. 2

% Ipid. him. 21

% satjipto rahardjollmu Hukum Bandung:Alumni, 1986, him 20
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ketertiban masyarakat terbagi menjadi dua yaituuhulpositif dan
hukum sebagai kumpulan norma-norma yang berlakunadiyarakat.
Namun dalam penerapannya para penegak hukum tidalp dhanya
mendasarkan keputusannya pada hukum positif namga harus
mempertimbangkan norma-norma. Dengan demikian ajitkan
keputusan hukum tidak hanya memenuhi unsur kepastiskum
namun juga keadilan dan kemanfaatan

Tindakan medis berupa operasi penggantian kelamin
memiliki konsekwensi serta implikasi baik secamagkung maupun
tidak langsung. Implikasi yang berupa konflik dapgtmpai pada
penderita transeksual sendiri, orang di lingkuntgndekat maupun
masyakarat. Untuk menjaga ketertiban dan kedandiiaasyarakat
inilah maka diperlukan adanya aturan atau keputugamg
memastikan posisi hukum terhadap tindakan operesstbut.

Kejelasan jawaban hukum atas tindakan operasi
penggantian kelamin akan bermanfaat baik bagi pgadeanseksual
itu sendiri maupun masyarakat secara umum. Bagidgéa
transeksual kejelasan hukum akan menjadi menjagiaracnereka
bagaimana sikap yang seharusnya diambil terkagatekasus yang
dialaminya. Sementara bagi masyarakat akan menpgdian
bagaimana memperlakukan para penderita transeksuagar tidak
menjadi gejolak di masyarakat, khususnya agar tidalanggar hak-
hak yang dimiliki para penderita transeksual.

Berdasarkan kajian ilmu hukum, kasus pergantian

kelamin masuk dalam hukum perdgbaiate). Namun hingga saat ini
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hukum perdata yang dipakai di Indonesia belum nikimdasar
undang-undang yang secara spesifik mengatur tertperpsi ganti
kelamin.

Sedikit berbeda dengan hukum perdata, dalam hukum
Islam aturan hukum operasi kelamin secara umum apertd
rujukannya dalam kitab-kitab figh. Dalam kajianhfigperasi kelamin
masuk dalam babfigh muamalahdalam pengertiannya yang I&as
Yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diildgéh ditaati dalam
hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan r@nb&amun
demikian hal ini tidak menutup realitas bahwa hukoperasi ganti
kelamin penderita transeksual adalah suatu persaaa yang tidak
pernah disebutkan dalam kitab-kitab figh klasik.

Tidak ditemukannya ketentuan hukum dari beberaga at
banyak kasus yang timbul di masyarakat menunjukkaanya
kesenjangan gap antara hukum dan realitas persoalan hidup
masyarakat. Persoalan hukum selalu bergerak |lelmatc sementara
hukum harus berjalan tertatih-tatih di belakanggp&ra konkrit. Oleh
sebab itu, cepat atau lambat, undang-undang akéngtgal oleh
fakta. Jurang ketertinggalan itu kian melebar wsgiridengan
berubahnya tatanan sosial tempat hukum itu hiduglatam alam

kenyataannya.

Kesenjangan-kesenjangan tersebut, dalam kaca mata

37 Abdul Madijid, Pokok-pokok Figh Muamalah dan Hukum Kebendaan
dalam Islam (Bandung : IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), him.1
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penganut legisme, merupakan anomali dalam penegakemim.
Anomali adalah sesuatu yang buruk karena ia barpote
menggerogoti kewibawaan hukufhUntuk itu, hakim disarankan
untuk tidak memelihara anomali tersebut. Jika deérgnomali yang
tidak mungkin ditoleransi lagi, maka tugas pemblenundang-
undanglah untuk merevisi undang-undang tersebutlmeproses

legislative review’

Sebagai ilmu praktis, ilmu hukum berkewajiban
menjawab langsung problematika konkret yang diajukasyarakat,
baik berkaitan dengan adanya pelanggaran hukurapumatuntutan
hak yang disampaikan subyek hukum. Persoalan-garsa®emikian
harus dijawab segera, lugas, tegas, dan tidak héghbangkanlites
finiri oportet). Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka
memberikan jawaban seperti itu. Oleh karena hakiamgdjap tahu
hukum {us curia novi}. maka putusan itu harus memuat pertimbangan-
pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima aecedar di

kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahubukum,

% pandangan ini sebenarnya tidak tepat karena kews#mawukum tidak
semata-mata muncul dari kepastian hukum. Ulasamgeman hal ini dapat dibaca
dalam ShidartaMoralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka iBiep
Bandung: Refika Aditama, 2006), him. 90

3pikiran kaum legisme seperti ini telah mulai digatkan. Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung, misalnya, telah ibkewenangan
melakukanjudicial reviewatas peraturan perundang-undangan. Kedua lembaga
ini melakukan peninjauan atas peraturan perundadgnhgan, yang hasil
putusannya diberlakukan tidak hanya untuk para pemcsaja, melainkan
kepada masyarakat luas. Dalam konteks ini keter@al 21 AB sudah tidak
lagi diikuti.
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masyarakat luas, dan para pihak yang berpefRarilakim perlu
mencermati apakah putusannya berpotensi untuk ekkor atau
dibatalkan oleh rekan-rekannya di jenjang peradilarkutnya. la juga
perlu mencermati agar putusannya sejalan dendaktrin ilmu
pengetahuan hukum. Pada gilirannya, putusan itupwajib
memperhatikan tanggapan masyarakat luas, dan dalghkup yang
lebih spesifik, juga tanggapan dari mereka yangibtdrlangsung di
dalam perkara itu.

Dalam proses lahirnya putusan hakim tersebut,
berlangsunglah apa yang disebut penalaran/argusiénteum. Kenneth
J. Vandevelde menekankan dua hal setiap kali ob&ngicara tentang
penalaran hukum atau berpikir ala ahli hukum. Metmya, “The phrase
‘to think like a lawyer encapsulates a way of #ing that is
characterized by both the goal pursued and the atkthsed*
Persoalan yang pertamago@l pursuell berdimensi aksiologis,
sedangkan yang keduaé¢thod usedberdimensi epistemologis.

Aspek epistemologis berupa metode yang dimaksud
dalam konteks ini adalah hal-hal yang terkait dengara-cara
penarikan kesimpulan dalam suatu proses penalatkunh Pada

galibnya, penalaran/argumentasi hukum legédl reasoniny

40 pytusan hakim perlu diarahkan agar dapat diterile &eempat
komponen ini. Pembahasannya dapat dibaca dalam Ak§ra & K. van
Duyvendik, Mula Hukum (Rechtsaanvanglerjemahan J.C.T. Simorangkir,
(Bandung: Binacipta,1983), him. 352-357.

41 Kenneth J. Vandeveldelhinking Like A Lawyer: An Introduction
to Legal ReasoningColorado: Westview Press,1996), him. 1.
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direpresentasikan dengan mengikuti  rangkaian epros bekerja
(berpikir) seorang hakimjudicial reasoning.*?

Dengan demikian pengertian penalaran hukum
seringkali dipersempit menjadi penalaran hakirayahdividu-individu
yang diberi kepercayaan untuk memberikan keputiredum tatkala
yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkeagdd perkataan
lain, penalaran hakimjydicial reasoning dipandang sebagai wujud
paling konkret dari penalaran hukulagal reasoning

Legal Reasoningmemiliki posisi sentral yang sangat
penting bagi hakim dalam menafsirkan hukum. Bahlegal reasoning
merupakan roh dari setiap upaya penafsiran hukurg gdakukan oleh
hakim hingga menghasilkan suatu putusan. Dengaa lan, legal
reasoningmemiliki peran sangat penting dalam memandu hakitok
menentukan putusan hukum.

Mengutip pandangan Golding, terfiegal reasoning’

2 Kecenderungan ini demikian kuat, sehingga Petet Mensinyalir,
“Die Rechtswissenschaft ist bis heute reine Redtbpngswissenschaft
gebliebert (ilmu hukum sampai sekarang hanyalah tinggal ilgang murni
tentang peradilan). W.G. van der \elden juga menggawahi, De
rechtswetenschap heeft zich te sterk geconcentipede wetgevingsproducten
en de rechtspraak... Deze ‘brave juristenkijk’, Izsodan Schendelen het noemt,
heeft van de rechtswetenschap een rechtspraakssettap gemadkt(limu
hukum telah terlalu kuat berkonsentrasi padeumpdang-undangan dan
pengadilan... ‘Pandangan yang baik hati dari pafdi &ukum’ ini,
sebagaimana disebutkan Van Schendelen, telah mamdimbu hukum menjadi
ilmu tentang peradilan). Kecenderungan inipun hatlidalam susunan materi
kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Memai ini, lihat A. Hamid
S. Attamimi, “Pengantar,” dalam Maria Farida Indré&oeprapto, limu
Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannf¥ogyakarta:
Kanisius, 1998), him. xv—xxv.
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dapat digunakan dalam dua arti, yaitu dalam aa ldan sempit. Dalam
arti luas, legal reasoningberkaitan dengan proses psikologis yang
dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas skagang
dihadapinya. Sedangkalegal reasoningdalam arti sempit, berkaitan
dengan argumentasi yang melandasi suatu keputdséinya, legal
reasoningdalam arti sempit ini menyangkut kajian logika idsuatu
putusan, yaitu hubungan antara reason (pertimbangksan) dan
putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangag wmendukung
putusan tersebdt.

Legal reasoningdisebut juga dengategal Method,
Argumentasi Yuridis, Metode Berpikir yuridis, jugada yang
menyebutnya Penalaran hukum. Menurut B.Arif Sidhategal
reasoningatau penalaran hukum adalah kegiatan berpikir l@nuddis
dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk indivihn sosial di
dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikianalaran hukum
tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yangukerfanpa batas.
Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk juga menjatabilitas dan
prediktabilitas putusannya dengan mengacu kepadiensi hukum
positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yangakiikan harus
mengikuti asas penataan ini, sehingga putusangutits (misalnya
antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dateengadili kasus

serupa) relatif terjaga konsistensinya (asasnilia similibug.

43 Martin P.GoldingLegal ReasonigAlfred A.Knoff Inc.,New York,
1984, him. 1
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Berdasarkan pandangan ini, dengan mengutip Ter eHelRlArief
Sidharta menyebut tipe argumentasi dalam penalaukom atauegal
reasoning sebagai  “berpikir  problematikal tersistematisasi”
(gesystematiseerd probleemdenken

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas tdapa
disederhanakan bahwazegal reasoningdiartikan sebagai proses dan
kegiatan berfikir dari seseorang terhadap hukumnddingkungan sosial
dan kulturalnya. Ketika seorang hakim menjatuhkatugan, maka lagal
reasoningnya adalah apa landasan hakim menjatyhkasan tersebut.
Bagaimanakah cara hakim berfikir dan memandangstpeai hukum
yang ia hadapi. Serta ketepatan antaason (pertimbangan, alasan)
dengan putusan.

Pembentukaregal reasoningsangat dipengaruhi oleh
sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukaiategpenalararin
casu hakim. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuaeajadi
orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-miodenalaran di dalam
disiplin hukum, khususnya sebagaimana dikenal kelsagai aliran-
aliran filsafat hukum. Apa yang dimaksud sudut @angddi sini, dengan
demikian, merupakan latar belakang subjektif darats kerangka
orientasi berpikir yuridis.

Menurut Sidarta, salah satu faktor yang mempengaruh

4 B.Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur llmu Hukum: Sebuah
Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifatltuan [Imu Hukum sebagai
Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonddiandar Maju,
Bandung, 2000, halaman 164.
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sudut pandang seorang hakim dalam membdegyd reasoningadalah

keluarga sistem hukum yang diafiut Keluarga sistem hukum

memainkan peranan penting dalam menentukan moddtnpenalaran
yang disajikan dalam kerangka orientasi berpikiridis. Hal ini
disebabkan beberapa alasan sebagai berikut :

a. Keluarga sistem hukum merupakan produk historikniyavujud
pergumulan nilai-nilai budaya, sosial, politik, @koni, dan berbagai
aspek nilai lainnya yang diakomodasi ke dalam sistekum suatu
negara atau bagian dari suatu negara. Sistem hukdanesia,
misalnya, terbentuk dari pergumulan nilai-nilai gasebagian besar
disokong oleh corak keluarga Eropa Kontinental (BeimJerman
atauCivil Law Systet Kehadiran corak keluarga sistem hukum ini di
Indonesia merupakan produk historis yang dibawéah dtelonial
Belanda, yang kemudian mengejawantah ke dalam asyedtansi,
struktur, dan budaya hukum Indonesia itu sampairseig.

b. Keluarga sistem hukum meletakkan dasar bagi potkep#angan
(pembangunan) selanjutnya dari suatu sistem hukben \(sions of
law). Sebagai contoh, ada keluarga sistem hukum yelig memberi
tekanan pada pembangunan substansi hukumnya da&rtukb
peraturan perundang-undangan daripada yurispryddasi hal ini

dengan sendirinya membawa pengaruh pada pola pegoneam

458 Arief SidhartaPenalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga
Sistem Hukum dan Penstudi Hukuvtakalah, 2006
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hukum (khususnya hukum positif) suatu negara yasrgda dalam
keluarga sistem hukum tersebut.

c. Keluarga sistem hukum memeragakan karakteristikerigr dari
pengembanan hukunreghtsbeoefenirpgbaik pengembanan hukum
praktis maupun teoretis. Dari sudut pengembanarurhuteoretis,
keluarga sistem hukum memberi pengaruh tidak kediladap sikap
ilmiah para ahli hukum (sebagai bagian dari ethaiasl komunitas
ilmuwan), misalnya tatkala mereka dihadapkan paddustata nilai,
gagasan atau perkembangan baru. Keluarga sisteramhukut
membentuk sikap ilmiah para ilmuwan pendukungnghjrgga ada

yang cenderung lebih konservatif atau sebalikfiya.

Untuk mempermudah hakim memperolelegal
reasoning sebagai pertimbangan keputusan hukum, atau untuk
memudahkan peneliti memahalagal reasoninghakim, ada dua konsep
atau formula yang bisa digunakdPertamaadalah pembentukan legal
reasoning melalui formula IRAGssue, Rule, Analysis, Conclusjgrang

ditawarkan oleh Prof.Peter Suber, dari Philosopkepddtment, Earlham

6 Tumbangnya epistemology akibat serangan Postmisdegnmisalnya,
ternyata lebih banyak direspons di negara-negagho®®axon daripada negara-
negara bertradisi lainnya. |.Bambang Sugiharto digeriTidak terlalu salah bila
kita katakan bahwa kini, terutama di wilayah An@axon, epistemology telah
‘babak belur’ mendapat serangan dari segala sudilgt 1.Bambang Sugiharto,
PostmodernismeTantangan bagi Filsafa€et.4, Kanisius, 1996, Yogyakarta,
him.68.
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University (16}". IRAC inilah yang merupakan bentuk-bentuk dasar da
balok-balok pembentuk argumentasi hukum. Sedangkamula kedua
(yang merupakan formula pembanding bagi formula QRRAadalah
formula IRFAC (ssue, Rule, Facts, Analysis, Conclujiogang
ditawarkan oleh K.Krasnow Waterman, Ph.D. dari Rgaf Law North
Western University (17). Pada prinsipnya, keduanya merupakan alur
pembentukan legal reasoning dalam mencermati sgtmasalahan
hukum. Keindahan atau keistimewaan formula IRAC dRRAC ini
adalah bahwa keduanya memungkinkan para hakim untuk
menyederhanakan kompleksitas permasalahan hukunjadnesebuah
rumus atau formula sederhana. Melalui kedua formtdasebut,
kompleksitas teknik pembentukan argumentasi hukutau alegal
reasoning yang bersifat abstrak dapat disederhanaienjadi sebuah
formula sederhana yang mudah diingat, dipahamidijaraktekkan para

hakim, khusunsnya hakim-hakim junior.

Formula yang pertama, yaitu formula IRAC terbentuk

dari empat elemen, yaitu :

47 peter Subel,earn the Secret to Legal Reasoning: The IRAC Famu
Earlham University Press, Earlham, 2006.

8 K.Krasnow Watermarl,egal ReasoningNorth Western University,
2006.
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. Issue, adalah permasalahan-permasalahan yang terkagadeatau
diatur oleh suatu aturan hukum tertéhtisu hukum dapat ditemukan
dengan melihat fakta-fakta dan keadaan apa sagatgtah membawa

para pihak ke pengadilan.

2. Rule aturan hukum apa saja yang berlaku terhadapuisunh tersebut

. Analysis mencari jawaban apakah aturan-aturan hukum terskelpat

diterapkan terhadap fakta-fakta khusus dari iswhutlibahas.

. Conclusion adalah kesimpulan terpenuhi tidaknya aturan hukiim
dalam isu hukum yang terdapat dalam kasus hukung gaalang

diperiksa.

Dengan demikian, menurut formula IRAC ini terdagat

(empat) langkah sederhana yang harus dilalui aélpspeneliti dalam

membedah legal reasoning putusan perkara yangdé&thpkan hakim,

serumit apa pun perkara itu. Kesalahan terbesay ganng terjadi yaitu

terdapat kecenderungan untuk hanya menyoroti petafsn atau isu

hukumnya saja kemudian mengutip aturan-aturan hukang hendak

diterapkan, tanpa membuat atau melakukan anadisia sekali. Padahal,

yang terpenting bukanlah sekedar menemukan hukusajgamelainkan

juga menerapkan aturan hukum tersebut terhadapgiaian fakta atau

keadaan yang dijumpai. Analisis merupakan bagiapetding dari

formula IRAC, karena di sinilah terjadi proses lid@rpatau penalaran

49 Arsyad Sanusi,Legal reasoning dalam Penafsiran Konstitusi

(makalah), him. 17, di uploud hari Rabu tanggal 4r& 2009. Lihat pada
http://arfanhy.blogspot.com/2009/03/, Legal Reasgidalam Penafsiran.
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(reasoning yang sesungguhnya. Ketepatan analisis akan sangat

memudahkan memahami kesimpulan hukum yang diarakiih

Kedua formula IRFAC, menurut formula ini semiepal

reasoningdipandang memiliki dan mengikuti suatu alur. :

1. Issue yang dimaksud di sini adalah isu hukum, yaitumzesalahan-
permasalahan yang terkait dengan atau diatur aletu situran hukum
tertentu.

2. Rule di sini memiliki dua bagian penting. Hakim atamalgisi hukum
yang baik harus selalu dapat menunjukkan apa bafoyan hukum
yang relevan tersebut dan darimana sumber atutamhtersebut.

3. Fact Terdapat fakta hukum yang membentuk kisah yangjade
dasar gugatan klien. Untuk tujuan analisis hukwakid-fakta hukum
materil perlu digali dan terus digali. Fakta hukumateril adalah
fakta-fakta hukum yang memenuhi unsure-unsur yaag dalam
suatu aturan perundang-undangan.

4. Analysis Pada tahap ini, akan dilihat apakah fakta-falasennel yang
ditemukan berkesesuaian dengan aturan perundaragngewd yang
berlaku.

5. Conclusion Kita melihat bahwa keseluruhan “unsur” dalam peem
perundang-undangan telah terpenuhi, sehingga kitapai pada
simpulan.

Salah satu dari dua formula tersebut kemudian akan

dipakai untuk menganalisis keputusan-keputusan urukaik yang
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dibuat hakim pengadilan maupun yang dikeluarka dllajelis Ulama

Indonesia tentang operasi ganti kelamin pendeateseksual.
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BAB I11
DESKRIPSI TENTANG KETETAPAN PENGADILAN NEGERI
BATANG DAN FATWA MAJELISULAMA INDONESIA
TENTANG PENGGANTIAN KELAMIN PENDERITA
TRANSEK SUAL

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Batang dan Maj€elis Ulama
Indonesia
1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Batang
a. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Batang

Kabupaten Batang lahir tahun 1966, yaitu berdagarka
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 13&5diri
terhitung mulai hari jum’at tanggal 8 April 1966.aiMun
demikian tidak serta merta memiliki pengadilan megendiri.
Saat itu Kabupaten Batang masih termasuk wilayaturn
Pengadilan Negeri Pekalongan. Baru pada tanggaV&ret
1972 Kabupaten Batang memiliki wilayah hukum sandir
dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Batang.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Negeri Batang
melakukan persidangan di jalan Jenderal Sudirman No
Batang. Kemudian dipindahkan seiring dengan telah
dibangunnya gedung baru yang lebih permanen dinJala
Brigjend Slamet Riyadi no.5 Batang. Gedung ini tmasi

digunakan hingga sekarang.
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Sejak berdirinya, Pengadilan Negeri Batang telah

melewati beberapa periode kepemimpinan sebag&uberi

© ©® N o g p w NP
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Hasan Gosim Sahab, S.H., sejak Tahun 1971 s/d 1977
Soediharjo, S.H., Sejak Tahun 1977 s/d 1982 ;
Harjanto Hadinata, S.H., sejak Tahun 1982 s/d 1987
RPA Mangkoediningrat, S.H., sejak Tahun 1987 sQil 19
Iman Poernomo, SH., sejak Tahun 1991 s/d 1994 ;
Haryono, S.H., sejak Tahun 1994 s/d 1997 ;

Zoeber Djajadi, S.H., sejak Tahun 1997 s/d 2000 ;
Soewito, S.H., sejak Tahun 2000 s/d 2001 ;

B.F. Siregar, S.H., sejak Tahun 2001 s/d 2003 ;

. Jhony Santosa, S.H., sejak Tahun 2003 s/d 2006 ;
. Agung Wibowo, SH. M.H., sejak Tahun 2006 s/d 2008

Sinung Hermawan, S.H., sejak Tahun 2008 s/d 2009
Pragsono, S.H., sejak tahun 2010 s/d 2010

. Tirolan Nainggolan, S.H., sejak tahun 2011 s/d 2012

. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batang

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang mencakup

seluruh wilayah teritorial Kabupaten Batang yanguguluas.

Terdiri atas 15 (lima belas) Kecamatan serta 248 (ratus

empat puluh delapan) Desa / Kelurahan sebagaiuterik

1. Kecamatan Batang membawahi 21 Kelurahan/Desa

2. Kecamatan Warungasem membawahi 18 Desa
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Kecamatan Tulis membawahi 17 Desa
Kecamatan Subah membawahi 17 Desa
Kecamatan Limpung membawahi 17 Desa
Kecamatan Gringsing membawahi 15 Desa
Kecamatan Bawang membawahi 20 Desa

Kecamatan Tersono membawahi 20 Desa

© © N o g M~ W

Kecamatan Reban membawahi 19 Desa
10.Kecamatan Bandar membawahi 17 Desa
11.Kecamatan Blado membawahi 21 Desa
12.Kecamatan Wonotunggal membawahi 15 Desa
13.Kecamatan Pecalungan membawahi 10 Desa
14.Kecamatan Banyuputih membawahi 11 Desa

15.Kecamatan Kandeman membawahi 13 Desa;

. Truktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupatenri@pta

Jabatan structural yang ada di Pengadilan NegeanBa
dari tahun ke tahun tidak begitu banyak perubaRanubahan
yang terjadi lebih disebabkan karena adanya rotesur
pimpinan tertinggi dari lembaga tersebut yakni &etu
pengadilan. Pada saat penelitian ini dilakukamuksir
organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Batang ladalaagai
berikut :
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d. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Batang
Sebelum membahas mengenai dasar dan pertimbangan
hakim, terlebih dahulu perlu dipahami hukum acgeag
digunakan di pengadilan. Hukum acara perdatagriaku bagi
semua lembaga peradilan perdata di Indonesia takmas
PengadilanNegeri Batang.
1. Pengertian Hukum Acara Perdata
Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang
mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya rhuku
perdata materiil dengan perantara hakim, dapattalka
bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaiman
caranya mengajukan tuntunan hak, memeriksa serta
memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.
2. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata
Negara Indonesia semenjak berdirinya tahun 1945
sampai saat ini belum mempunyai peraturan perundang
undangan yang secara khusus mengatur tentang radana
perdata yang berlakunya secara nasional. Sehingga
menyebabkan sumber-sumber hukum acara perdata di
Indonesia sampai saat ini masih berserakan di apaer
sumber seperti BW (Burgerlijk Wetboek), Kitab Undan
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undang Hukum dagangWetboek van Koophangeban
sekian banyak peraturan perundang-undangan laffinya.
3. Asas-asa Hukum Acara Perdata

Asas-asas yang ada didalam hukum acara perdata anta

lain sebagai berikut*

a. Hakim bersifat menunggu
Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan
sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi tontuta
hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepemtinga
sedangkan hakim hanya bersifat menunggu datangnya
tuntutan hak yang diajukan kepadanya ( Pasal 118 HI
142 Rbg).

b. Hakim pasif
Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikag pasi
dalam arti ruang lingkup atau luas pokok sengketagy
diperiksa hakim pada asasnya ditentukan oleh phek p
yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya
membantu para pencari keadilan dan berusaha mengata
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tergepain
peradilan ( pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman ).

%0 sarwonoHukum Acara Perdatalakarta: Sinar Grafika, 2011, him.
10-11

®1 Soedikno Merto Kusumo,Hukum Acara Perdata Indonesia
Yogyakarta: Liberty, 2006, Him. 10
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c. Sifat terbukanya persidangan
Sidang pemeriksaan persidangan pada asasnya adalah
terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang
diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di
persidangan.
Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perligdnn
hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta
untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan dengan
mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak
memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.
Asas ini dapat dilihat didalam pasal 13 ayat 1 Wigda
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

d. Mendengar kedua belah pihak
Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak harus
diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar
bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut
hukum dengan tidak membedakan orang seperti yang
termuat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, yang
mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata
yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, kerha
atas perlakuan sama dan adil serta masing-masing ha
diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

e. Putusan harus disertai dengan alasan
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Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan
putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (g4

ayat 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg ). Alasan-alasarebers
dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari
pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak,
pengadilan yang lebih tinggi dari ilmu hukum, sejga

oleh karenanya memiliki nilai obyektif.

Beracara dikenakan biaya

Untuk diperkara pada asasnya dikenakan biaya (2asal
ayat 4, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, 121 ayat 4, 182, 183 HIR).

Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dayd
untuk panggilan, pemberitahuan para pihak sertgabia
materai. Disamping itu jika diminta bantuan seorang
pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya.

. Tidak ada keharusan mewakilkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan

kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di peigigan

terjadi secara langsung terhadap para pihak yang

langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihalatdap

dibantu  atau  diwakili  oleh kuasanya  kalau
dikehendakinya (pasal 123 HIR).
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e. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Perdata

Persoalan hukum perdata yang diselesaikan di pgagad
umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perkara gugadan
perkara permohonan. Perkara gugatan adalah pepkeadata
yang muncul karena adanya sengketa antara pihak yarasa
haknya dilanggar orang lain, sementara pihak yaedu ini
tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yarigtdioleh
pihak pertama’ Adapun perkara permohonan adalah persoalan
hukum perdata yang dimunculkan oleh pemohon di mepa
sidang pengadilan bukan karena adanya sengketarmgitgak
/orang lain melainkan murni menuntut kepastian hukahwa
pemohon berhak mendapatkan apa yang menjadi hak
pribadinya dan tidak terkait dengan orang lain.ababerkara
permohonan hakim mengeluarkan suatu penetapan atau
lazimnya disebut putusateclaratoir, yaitu suatu putusan yang
sifatnya menetapkan, menerangkan saja. Perkacpdiajukan
oleh pihak dalam kasus yang menjadi obyek penelitia
termasuk dalam katagori perkara permohonan. Oletnmkaitu
dalam pembahasan ini hanya dijelaskan tentang guwose
perkara perdata permononan.

Untuk memulai proses perkara di pengadilan harus
diawali dengan pengajuan surat permohonan, yaitat $:ng

diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berkompesery y

®2 |pid., him.10.
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memuat tuntutan hak perdata yang diajukan olelosmsg atau
lebih yang mempunyai kepentingan hukum terhadajpu duel
yang tidak mengandung sengketa dan diatur dalamandprd
undang atau ada aturan hukumnya. Dari pengertieseliet
diketahui bahwa Ciri-ciri Surat Permohonan yait&ertama,
ada kepentingan hukum pemohon. Kedua, tidak mengand
sengketa., Ketiga, Diatur dalam undang-undang pé¢aaturan,
artinya Tidak semua permohonan dapat diajukan lepadtua
Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwgeoatuk
memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila thal i
ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undarafan

yurisprudensi.

Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan
yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanyasangan
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempaggsl
pemohon. Permohonan disampaikan kepada PengadsigeriN
kemudian didaftarkan dalam buku Register dan dibemmor
urut, setelah pemohon membayar persekot biaya fgerkang
besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negasalpl21
HIR).

Setelah surat gugatan atau permohonan didaftar atau
dicatat dalam register induk perkara, maka PanPergadlan
Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus sudah

menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Ketua
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Pengadilan Agama, lalu Ketua Pengadilan memeriksa
kelengakapan berkas perkara tersebut, selanjutrermumuk
Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara terseleagan
membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH). Kemudiarkarar
tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim melaluiitBe,

lalu Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk tersebut nierat
Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan menetapkarSktkmg

dan memerintahkan Juru sita/Juru sita Penggantukunt

memanggil pihak-pihak yang berperkara.

Selanjutnya proses pemeriksaan. Pemeriksaan ddakuk
dalam forum sidang pengadilan. Dimulai dengan pisean
identitas pemohonan, pemeriksaan perkara, juga riesaan
bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohoalami
perkara permohonan ini hakim bersikap pasif dalaimbakti-
bukti dan saksi yang mendukung pemeriksaan perkara
sepenuhnya tergantung dari pemohon. Demikian gegat dan
lamanya penyelesaian suatu perkara sangat tergardan
kehadiran dan kesiapan pemohon.Namun demikian tatap
ketentuan bahwa suatu perkara perdata pada perduofiggkat
pertama dan peradilan tingkat banding harus suddésas

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak didaftarkan

>3 SEMA RI No. 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 13683khir SEMA
Nomor 3 Tahun 1998
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(SEMA RI No. 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1983khir
SEMA Nomor 3 Tahun 1998).

Secara teori dalam hukum perdata secara umum, Hakim
yang memeriksa perkara perdata berpedoman kepadadan
formil sedangkan dalam hukum pidana, Hakim berpedom
kepada kebenaran materil. Meskipun demikian Mahkama
Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan
bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdatak ti
dilarang mencari dan menemukan kebenaran matesileri&
dalam praktek peradilan sebenarnya seorang hakiap te
dituntut mencari kebenaran materil terhadap perkgaag
sedang diperiksanya karena tujuan pembuktian @lahdintuk
meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepadtanh
tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu sefinggkim
dalam mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkounstiserta
mengambil keputusan berdasarkan kepada pembué&tisebut.

Kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam arti
hakim tidak boleh melampaui batas batas yang diajukeh
pihak berperkara. Jadi sebenarnya dalam hukum peadata,
kebenaran formil maupun kebenaran materil hendakayas
dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan sudiarg@gang

diajukan kepadanya.

Setelah proses pemeriksaan selesai selanjutnya akan

diakhir dengan penyampaian produk akhir dari proses
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pemeriksaan di pengadilan. Produk akhir pemeriksdan
pengadilan muncul dalam 3 (bentuk); putusan, peaeta
perdamaian. Putusan ialah pernyatan Hakim yangmkan
dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidamg yarbuka
untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkagatgn
(kontensius).Penetapan ialah pernyataan Hakim yang
dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkanndaalang
yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari permnemiks
perkara permohonan (volunteer).Akta Perdamaiar iakta
yang dibuat oleh Hakim berisi hasil musyawarahkgekatan
antara para pihak dalam sengketa kebendaan untogakiari
sengketa dan berlaku sebagai putusan. Dengan denpikoduk
akhir dari perkara permohonan yang diajukan pemohon
sebagaimana obyek penelitian ini adalah berupa t@esme
hakim pengadilan, yang sekaligus menandakan bergihi

proses penyelesaian perkara tersebut.

B. Gambaran Umum Majelis Ulama | ndonesia (M UI)
a. Sejarah Singkat MUl dan Komisi Fatwa MUI
Proses lahirnya MUI Diawali dengan lahirnya majelis
ulama di tingkat propinsi, yaitu Majelis Ulama Ja®arat pada
tanggal 12 Juli 1958 yang secara ex officio diketleh Panglima
daerah Militer Siliwangi, kemudian diikuti dengaahirnya MUI
Sumatra Barat pada tahun 1966 yang diketuai olahkDRalimo
Kajo, disusul lahirnya MUI Aceh tahun 1967 dengatula Daud
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Beureuh, serta lahirnya MUI Sulawesi Selatan patiart 1970.
Kemudian sampai tahun 1975, atas intruksi Menteta® Negeri
kepada kepala daerah, maka terbentuklah MUI did2@ (uluh
enam) propinsi daerah tingkat | dan sebagian daegkat I1>*

MUI Pusat sendiri lahir pada tanggal 26 Juli 187$17
rajab 1395 HJ> Kehadiran MUI Pusat didorong oleh 2 hal.
Pertama, Lokakarya Muballig se-Indonesia yang diselenglgan
oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia pada tanggaP28e2 1975,
yg melahirkanconsensudvahwa diperlukan adanya majelis ulama
sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisngeefaktif
dan efisien guna memelihara dan membina kontingiatsipasi
umat Islam dalam pembangun#&®dug amanat Presiden Soeharto
tanggal 24 Mei 1975 pada saat menerima Penguruai&iasjid
Indonesia yang mengharapkan dibentuknya majelismaila
Indonesia. MUI Pusat lahir dalam Forum Musyawaraisibhal
Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Peristiwadenadi pada
tanggal 21 s/d 27 Juli 1975 di Jakarta yang menighaasKetua
Umum pertama MUI Pusat, yaitu Prof. DR. Hamka. Pemilkan
ini ditandai pula dengana ikrar bersama yang ddkan dalam
piagam yang ditandatangi oleh 26 (dua puluh enaamgketua

Majelis Ulama Tingkat 1, 10 (sepuluh) orang ulamasuwr

* Kafrawi Ridwan dan M.Quraish Shihab (ed&psiklopedi IslamJilid
3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), Cet1Rehlm 122

* Tim Penyusun dan redakkiksikon IslamJilid 2, (Jakarta: Pustazet
Perkasa, 1988), him. 410.
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organisasi Islam Pusat, 4 (empat) orang ulama DRadmani Islam
dari unsur ABRI (Angkatan Darat, Udara, Laut, dé&polisian)
dan 3 orang ulama yang diundang secara pribadépensgan’

Menurut Atho’ Mudzhar, bila melihat pada kebanyaka
fatwa-fatwa yang dikeluarkannya, latar belakangliverya MUI
didorong oleh 4 (empat) halPertama  keinginan untuk
memelihara hubungan, baik dengan pemerintdtedua
kewaspadan terhadap ancaman kristenisasi (dua faktama ini
merupakan alasan dasafetiga, hasrat untuk dapat diterima baik
oleh organisasi-organisasi Islam atau masyarakanldiKeempat
adanya hasrat untuk menjawab tantangan zaman.

Dalam perjalanan sejarahnya, sejak berdirinya sampa
sekarang MUI telah beberapa kali berganti ketuamapmulai dari
Prof. DR. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Badan yang
Terakhir DR. KH. MA. Sahal Mahfudz.

MUI mempunyai fungsi yang sangat trategis dan eeiev
dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Fungsiftargebut
meliputi
a. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagasaaa

kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islgnmoyay

sebagaamar ma’ruf nahi munkar

*%bid., him. 123.

" HM. Atho MuzdharPendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, Cet. Ke-4, Bi.

%8 Kafrawi Ridwan dan M. Quraish Shihab (ed§)p.cit him. 123
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b. Memperkuatukhuwah(kerukunana) islamiyah dan memelihara
serta meningkatkan suasana kerukunan antar umagerea
dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umatagama;
dan

d. Menjadi penghubung antara ulama damara (pejabat
pemerintah) serta menjadi penerjemah timbal balitara
pemerintah dan umat beragama guna mensukseskan
pembangunan nasional

Fungsi memberi fatwa sebagai fungsi pertama ityéaty
dilaksanakan oleh Komisi Fatwa. Komisi Fatwa MdUIlhifa

sejak/bersamaan dengan lahirnya MUl Pusat tahurb 197

(1395H). Tugas pokok komisi ini adalah menampungnaiti,

membahas dan merumuskan rencana fatwa tentang amasal

masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Adapun pyadblsa
berupa®

a. Fatwa, yaitu suatu keputusan Komisi MUI yang megkan
masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan bagk ol
pemerintah  maupun  masyarakat demi  kepentingan
pembangunan bangsa.

b. Nasihat, yaitu keputusan Komisi Fatwa menyangkusatadn
kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanaken o

pemerintah dan masyarakat.

%9 Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (&d&nsiklopedi
Hukum Islam 3Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997, Cet. in 863.
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c. Anjuran, yaitu keputusan Komisi Fatwa menyangkuasadah
kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah da
masyarakat untuk lebih intensif melaksanakan, riarbal
tersebut dianggap mengandung manfaat yang besar; da

d. Seruan, yaitu keputusan Komisi Fatwa menyangkutalabhs
untuk tidak dilaksanakan atau sebaiknya tidak dilakan oleh
pemerintah dan masyarat.

Semua bentuk keputusan komisi ini disampaikan lkepad
Dewan Pimpinan MUI yang selanjutnya ditetapkan @dinj
keputusan MUI.

Pada umumnya fatwa lahir sebagai jawaban atas
permintaan pemerintah atau adanya permintaan @agEni
kelompok, atau adanya suatu kasus yang perlu gikén oleh
MUI dengan mengeluarkan fat®f. Secara lebih rinci dijelaskan
oleh Atho’ Mudzhar bahwa munculnya fatwa dipengagiktiga)
faktor. Faktorpertama adanya kecendrungan untuk membantu
kebijakan pemerintah. Adanya fatwa tentang makarmzm
budidaya cacing dan jangkrik, fatwa tentang haktagigatwa
tentang pengiriman tenaga kerja wanita ke luar mege
menunjukkan sifat dukungan fatwa-fatwa tersebuthagap
kebijakan pemrintah.

Faktor kedua, keinginan untuk menghadapi dan

menjawab tantangn zaman, Sepert fatwa tentangngpriatwa

% |pid., him 964,
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tentang pengunaan vaksin polio khusus (HIV), dam-l&n yng
ternyata begitu banyak fatwa yang menunjukkan teleusun
sedemikian rupa untuk mengatasi perkembangan modern

Dan factor ketiga berkaitan dengan hubungan antara
agama, seperti terdapat fatwa lama tahun 198Q fafwva tentang
perayaan natal bersama. Keputusan ini sangat beggandengan
kebijaksanaan pemerintah.

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai dengan tahud,201
Komisi fatwa MUI telah melahirkan fatwa hukum sepak 137
fatwa sebagaimana terdapat dalam buku yang ditarbibleh
Penerbit Erlangga tahun 2011 dengan rincian: l#wafabidang
akidah dan aliran keagamaan, 37 fatwa bidang ihadah fatwa
bidang social dan budaya, dan 35 fatwa bidang parusat-batan,
ilmu pengetahuan dan teknologi.

. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa
Seiring dengan semakin meningkatnya kuantitas dan

kualitas persoalan hukum yang berkembang di masgariaka
sesuai dengan amanat ljtima’ Ulama Komisi Fatwadn8enesia
tahun 2003, MUl menganggap bahwa pedoman penefapaa
yang ditetapkan Musyawarah Nasional VI tahun 2@dfandang
sudah tidak memadai lagi. Atas dasar tersebut, lidaidama
Indonesia mengeluarkan pedoman penetapan fatwa yeang
dianggap lebih memadai, cukup sempurna, sertapassis yang

mengatur prosedur, mekanisme, dan sistematis dpénberian
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jawaban atas peroalan keagamaan yang muncul dianaksy.

Adapun Pedoman Penetapan fatwa yang baru terssblit titas

bagian-bagian sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum

Berisi penjelasan istilah-istilah penting terkagndan Komisi
Fatwa MUI :

1.

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MRUsat
yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indizne

. Majelis Ulama Indonesia daerah (disingkat MUl dagra

adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di IbukotapiRrsi
atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibakot
Kabupaten/Kota.

. DewanPimpinan adalah :

a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum majelis Ulama
Indonesia
b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama

Indonesia Daerah

. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoneatau

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia daerah.
Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasar

ketetapan Dewan Pimpinan.

. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri alle@igota

Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk

membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
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7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama
mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.

8. Fatwa adalah fatwa MUl tentang suatu masalah
keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi
dalam rapat.

9. Ijma’ ialah kesepakatan para ulama tentang suatu
masalah agama.

10.Qiyas ialah pemberlakuan hukum asal pafiaru’
disebabkan kesatuan (kesamadtat'hukum.

1llistihsan ialah pemberlakuan maslahaiz’'iyah ketika
berhadapan dengan kaidah umum.

12 Istislaahi/Maslahah mursalalialah kemaslahatan yang

tidak didukung olemash syar’itertentu.

. Dasar Umum dan Sifat Fatwa

1. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur’an, sunnah
(hadits) ijjma’, danQiyas serta dalil lain yangiu'tabar.

2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolebth
suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.

3. Penetapan fatwa Dbersifat responsive, proaktif, dan

antisipatif

. Metode Penetapan fatwa
1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih

dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang
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mu’tabar tentang masalah yang akan difatwakanletse

secara seksama berikut dalil-dalilnya.

2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah
disampaikan sebagaimana adanya.

3. Dalam masalah yang terjadthilafiah di kalangan
mazhab, maka,

a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha
penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat
ulama mazhab melalui metodéjam’u wa al-taufig
dan

b. Jika usaha titik temu tidak berhasil, penetapawdat
didasarkan pada hasil tarjih melalui metode
mugaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah
Ushul Figh Mugaran.

4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat
hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa
didasarkan pada hasil ijtihad jama’l (kolektif) mee
bayani, ta’lili (giyasi, istihsani, ilhaqgi istishlahi, dan
sad al-zari'ah.

5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan
kemaslahatan umunmmg@shalih ‘ammah dan magashid
al-syari’ah.

d. Prosedur Rapat
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1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang

jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan

rapat.

. Dalam hal tertentu, rapat dapat menghadirkan teahlja

yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

. Rapat diadakan jika ada :

a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yahg ole
Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan
diberikan fatwanya.

b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah,
lembaga/organisasi social, atau MUI sendiri.

c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah
keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat
dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

. Rapat dipimpin oleh Ketua, Sekretaris dan/atau iWWak

Sekretaris Komisi.

. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir

rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisgya

disetujui.

. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakietele

Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota

Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan datw

Komisi.
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7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan
konprehensif serta memperhatikan pendapat dan
pandangan yang berkembang, rapat menetapkan fatwa.

8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada
Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada
masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

Dijelaskan oleh Aminudin Ya’'kub bahwa fatwa

MUI bisa muncul dari 3(tiga) forum ; pertama, foruapat

komisi fatwa. Rapat ini hanya diikuti oleh anggétamisi

fatwa dalam satu kepengurusan MUI baik pusat maupun

daerah. Kedua, forum ijtima’. Forum ini diadakanaken

sekali, melibatkan seluruh anggota komisi fatwa darlai

MUI Daerag sampai MUl Pusat. Ketiga, forum munas.

Forum ini diadakan 5 (lima) tahun sekali berbarenga

dengan pelaksanaan pergantian kepengurusan MUanDal

forum munas ini salah satunya terdapat agenda peasba
masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan dengan

mengikutseratakan seluruh komisi fatwa se-Indonesia

. Format Fatwa

1. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah
dipahami oleh masyarakat luas.

2. Fatwa memuat:
a. Nomor dan judul fatwa

b. Kalimat pembuka basmalah
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c. Konsideran yang terdiri atas:

1) Menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan
urgensi penetapan fatwa.

2) Mengingat, memuat dasar-dasar hukuadil{ah
al-ahkan)

3) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat,
para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain
yang mendukung penetapan fatwa.

d. Diktum, memuat:

1) substansi hukum yang difatwakan, dan

2) Rekomendasi, dan/atau jalan keluar, jika
dipandang perlu

e. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya
tentang fatwa
f. Lampiran-lampiran jika dipandang perlu.

3. Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kiomi

f. Kewenangan dan Wilayah fatwa
1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-
masalah keagamaan secara umum, terutama masalah
hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut
kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam
Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-

masalah keagamaan seperti tersebut nomor 1 yang
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menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional ata
masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yargadidu
dapat meluas ke daerah lain.

3. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis
Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya

4. Jika karena factor-faktor tertentu fatwa MUI sebagena
dimaksud Nomor 3 tidak dapat dilaksanakan. MUI
Daerah boleh menetapkan fatwa.

5. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI daerah berwenang
menetapkan fatwa.

6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat rusyki
dan sensitive, sebelum menetapkan fatwa, MUI daerah
diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasgeda
MUIL.

C. Deskrips Ketetapan Pengadilan Negeri Batang dan Fatwa M ajelis
Ulama Indonesa Tentang Penggantian Kelamin Penderita
Transeksual

1. Deskripsi Ketetapan Pengadilan Negeri Batang
No.19/Pdt.P/2010/PN.Btg.
Sebelum membahas inti permasalahan penelitiany yait
tentang legal reasoning putusan hakim PengadilargeiNe
Kabupaten Batang tentang operasi ganti kelamin eéad

transeksual. Terlebih dahulu akan peneliti desk@rs duduk
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perkara dan amar putusan perkara yang sedang meajgah
dalam penelitian ini.

Kasus Transeksual yang diputuskan Pengadilan Negeri
Kabupaten Batang sampai saat ini menjadi satu-gatlasus
penggantian kelamin transeksual yang diperiksa adlpotuskan
oleh pengadilan tersebut. Kasus serupa sebenaelajalieberapa
kali diperiksa dan diputus oleh pengadilan nelgéni yang ada di
Indonesia, namun kasus ini menjadi heboh dan medap
tanggapan dari berbagai pihak karena banyak dieajats media

cetak maupun elektronik.

a. Duduk Perkar#

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri
Kabupaten Batang dalam perkara nomor 19 / PdeB0BS
/PN.Btg Duduk perkara dalam kasus hukum ini danul
dengan datangnya pemohon dengan identitas selexgaith

Nama - AW?

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Bandar, Kecamatan Bandar,

kabupaten Batang.

1 galinan Penetapan Perkara Perdata No. 19/Pdt3?P0Btg
Pengadilan Negeri Jawa Tengah

%2 Nama sengaja disamarkan sebagai komitmen peneliik menjaga
nama pihak-pihak yang terkait dengan perkara tatseb
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Datang mengajukan permohonan dengan surat permwmhona
tertanggal, 24 Nopember 2009, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Batarngntgyal

01 Desember 2009 di bawah nomor perkara 19 / P@&(R9 /
PN.Btg. dengan duduk perkara sebagai berikut :

Pemohon lahir di Semarang Jawa tengah pada tahggal
Agustus dengan jenis kelamin laki-laki dalam peikanw sah
antara Bapak Joko dengan Ny. Ayu (keduanya namarsam
Kelahiran pemohon tercatat dalam surat kelahiraartggal 14
Agustus 1979, Nomor 6 / X / 1979. Pemohon merupaksak
bungsu dari 4 (empat) bersaudara.

AW selaku Pemohon telah menempuh Pendidikan pada
jenjang SD, SMP dan SLTA sebagaimana tercantunalgind
ijasah SMIP (Sekolah Menengah Industri Pariwissgetganggal
6 Maret 1998, Nomor : 00084/103.02/MN/98.

Menurut pengakuan pemohon sejak usia balita dan
kemudian dalam masa perkembangan selanjutnya Pemoho
merasa mempunyai penyimpangan dalam tingkah laku,
Pemohon sebagai anak laki-laki mempunyai kecendarun
untuk bertingkah laku seperti perempuan, bahkamgudan
Pemohon condong bergaul dengan perempuan karerasaner
diri “perempuan”. Selanjutnya sejak masa pubertam d
selanjutnya pemohon mengenakan pakaian perempuan da

orientasi kejiwaannya juga mengarah kepada perempua
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bahkan kehidupan selanjutnya menjadi normal-norsegh
sebagai perempuan sampai dewasa.

Berdasarkan keterangan yang ada dalam salinangoutus
tersebut dijelaskan pemohon bahwa sebagai indidielogan
jenis kelamin laki-laki namun berpenampilan danpbketaku
perempuan tentunya menjadi faktor kendala dari &laryal
seperti misalnya pemohon harus mengalami keteraekbatin
luar biasa ketika harus berhubungan dengan legahalp
seperti Kartu Tanda Penduduk tertulis jenis kelataki-laki
tetapi sosok penampilan pemohon sebagai peremiegyitu
pula ijasah sekolah dengan status laki-laki akanjaadé sulit
diterima di tempat pekerjaan karena sosok pemoldaiaka
perempuan, bahkan jadi bahan tertawaan banyak .orang
Demikian pula segala potensi yang ada dari diri gdem
menjadi tidak berkembang karena terus-menerus rf@nga
tekanan dan penderitaan batin yang luar biasa destdus
kelaki-lakiannya yang tercantum dalam dokumen |égahal
yang dimilikinya.

Selanjutnya atas dorongan kondisi tersebut di, atas
pemohon memberanikan diri untuk melakukan operasi
penyesuaian kelamin —istilah yang digunakan pemotiengan
motivasi supaya diri pemohon benar-benar menjadirppuan
sebagaimana panggilan jiwanya. Operasi dilakukatelste
melalui rangkaian test panjang seperti psikolagg, tormonal,

tes kepribadian, tes kesehatan dengan ahli-atdirgé}sikiater,
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Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, Obsgkhirnya
Team Medis dari Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya
menyatakan layak untuk dilakukan operasi penyesuamamin
atau operasi transeksual. Pemohon dioperasi padgaia20
Januari 2005.

Secara medis tim dokter yang diketuai Prof. Dr.
JOHANSYAH MARZOEKI, dr.sp.BP (K) berhasil melakukan
bedah penyesuaian kelamin dengan mengubah bertamkike
pemohon dari laki-laki menjadi perempuan, operassetout
berhasil dengan sukses. Menindaklanjuti keberhraséesebut
selanjutnya dilakukan proses perubahan secara ukekah
secara hormonal dari laki-laki menjadi perempuamgde
berbagai terapi, dengan demikian secara phisik plsikis
pemohon telah benar-benar menjadi perempuan.

Mengingat tentang status hukum pemohon yang tdrcat
dan diakui negara masih sebagai laki-laki. Makaekehsilan
operasi tersebut harus diikuti dengan penyesugénsshukum
pemohon dari seorang laki-laki menjadi perempuam@an D
berdasarkan ketentuan Pasal 13 Jo. 14 KUHPdt/BWarg
pembetulan akta harus dilakukan dengan mengajukan
permohonan ke pengadilan negeri agar memerintakikator
Catatan Sipil merubahnya dalam register untukGleh karena
itu sesuai dengan domisili pemohon, pemohon mekgaj

permohonan penyesuain identitas baru pemohon sdésogan
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kondisi fisik baru pemohonan kepada Pengadilan Nege

Kabupaten Batang.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dala
duduk perkara di atas, pemohon memohon kepada é&nga
Negeri Batang untuk mengabulkan permohonan pemohon
dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan  permohonan dari pemohon secara
keseluruhannya;

2. Menyatakan pemohon bernama AW sebagai perempuan
dengan segala hak dan kewajiban hukumnya dengaa nam
baru NAA;

3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Senwra
untuk merubah Akta Kelahiran atas nama AW dalamaAkt
Kelahiran tertanggal 14 Agustus 1979, Nomor 6/X897
menjadi atas nama NAA dan merubah jenis kelamin dar
jenis kelamin laki-laki (lama) menjadi jenis kelami
perempuan (baru) serta mencatatkan pada registgrada
di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Semarang sebageam
ketentuan hukum;

4. Memerintahkan Sekolah Menengah Industri Pariwisktia
atau Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotganad
Semarang untuk merubah ljasah SMIP (Sekolah Meienga
Industri Pariwisata) tertanggal 6 Maret 1998, Nomor
00084/103.02/MN/98 semula atas nama AW menjadi atas

nama NAA dan merubah status jenis kelamin darisjeni
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kelamin laki-laki (lama) menjadi jenis kelamin pewguan
(baru);

5. Memerintahkan Kepala Desa Bandar, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Batang dan Camat Bandar serta KantotaData
Sipil Kabupaten Batang untuk merubah nama AW menjad
NAA dan merubah status jenis kelamin dari jenisakeh
laki-laki (lama) menjadi jenis kelamin perempuarar(h)
pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk aasn
AW.

Untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya di
persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti darsi ssdksi
yang telah dipilih oleh pemohon. Bukti-bukti yangsetahkan
pemohon telah diberi materai yang cukup dan telgderittsa
keasliannya dipersidangan sehingga dianggap samudian
bukti-bukti tersebut diberi tanda sebagai berikut :

P.1 : Photo copy Surat Kelahiran No. 6/X/1979 atasa AW,

P.2 : Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekdkamengah
Kejuruan (SMK) Swasta Tjendekia Puruhita No.
03Mk267003585 tertanggal 23 Mei 1998 atas nama AW;

P.3 : Asli kwitansi No. 20 1009RH000037 tertanggad
Oktober 2009 dikeluarkan RSUD Batang;

P.4 : Photo copy Surat Keterangan No. 03/TOURODR dari

TIM Operasi Ubah Kelamin tertanggal 24 Maret 2009
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P.5

P.6

ditanda tangani Ketua Tim Prof. Dr. Djohansjah Maiki,

dr, Sp.BP (K);

: Photo copy Kartu Keluarga Prov. Jateng Kadiaig No.
3325021612090008 atas nama kepala keluarga Muh. Nur
Irfani, SH;

: Photo copy Kartu Tanda Penduduk Prov. Jate€al.
Batang No. 3374091608790001 atas nama AW,

Adapun saksi-saksi yang diajukan pemohon terdis at

kedua orang tua pemohon, 1(satu) orang teman, ¢satud) dokter

ahli. Saksi-saksi tersebut menerangkan sebag#iberi
Saksi AY U binti NURDIN (nama samaran)

1

Bahwa Saksi adalah ibu dari pemohon;

Bahwa pemohon adalah anak laki-laki ke-4 (empadtsisa
dengan Joko yang lahir di Semarang pada tanggal 14
Agustus 1979 dan diberi nama AW,

Bahwa sejak usia balita pemohon berprilaku menyirgpa
dan bertingkah laku sebagai seperti perempuan;

Bahwa pertumbuhan alat kelamin pemohon pun jugsktid
normal karena lebih kecil dari ukuran normal anaéla
seusianya,

Bahwa penyimpangan prilaku tersebut terlihat jédaska
pemohon berada di bangku SMP dan hendak dikhitan;
Bahwa pemohon mulai menggunakan pakaian seperti
seorang perempuan ketika mencapai masa pubertas pad

waktu pemohon berada di bangku SMA;
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Bahwa setelah pemohon dewasa dan memiliki uangrgend
pemohon mulai memeriksakan diri ke dokter dan akfair
pada tahun 2005 pemohon melakukan operasi gaiatinke!

di Surabaya,;

Bahwa selaku ibu pemohon mengikhlaskan pemohon

melakukan operasi tersebut;

. Saksi JOK O bin SUMARNO (nama samaran)

Bahwa Saksi adalah ayah dari pemohon;

Bahwa pemohon adalah anak laki-laki ke-4 (empadtsisa
dengan Ayu yang lahir di Semarang pada tanggal 14
Agustus 1979 dan diberi nama AW,

Bahwa sejak usia balita pemohon berprilaku menyirgpa
dan bertingkah laku seperti perempuan dimana pemoho
lebih suka bermain dengan mainan perempuan seperti
boneka;

Bahwa pertumbuhan alat kelamin pemohon juga tidak
normal karena lebih kecil dari ukuran normal anaéla
seusianya serta tanda-tanda kelaki-lakiannya sejagrin
juga tidak nampak;

Bahwa penyimpangan prilaku tersebut terlihat jédaska
pemohon berada di bangku SMP dan hendak dikhitan
dimana saksi melihat teman dari pemohon yang datang

kebanyakan adalah perempuan;
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Bahwa pemohon mulai menggunakan pakaian seperti
seorang perempuan ketika mencapai masa pubertas pad
waktu pemohon berada di bangku SMA,;

Bahwa setelah pemohon dewasa dan memiliki uangrgend
pemohon mulai memeriksakan diri ke dokter awalng&JR

Dr. Karyadi Semarang. Menurut keterangan doktergyan
saksi dengar, kromosom perempuan dalam diri pemohon
lebih dominan;

Bahwa akhirnya pada tahun 2005 pemohon melakukan
operasi ganti kelamin di RSUD Dr. Soetomo Surabaya,
Bahwa selaku ayah pemohon mengikhlaskan pemohon
melakukan operasi tersebut;

Bahwa sebelumnya pada tahun 2001 pemohon teladiterl

dahulu melakukan operasi membesarkan payudara;

. Keterangan Saks MAKHRUS bin SUTADI (Nama samara)

Bahwa saksi mengenal pemohon lebih dari satu tahun;
Bahwa saksi mengenal pemohon dengan nama NAA,;

Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai perempuamakare
penampilan fisiknya dan prilakunya;

Bahwa saksi mengetahui bahwa pada awalnya pemohon

adalah laki-laki karena cerita dari pemohon;

. Saks dr. DADI GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA
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Bahwa pemohon pada tanggal 20 Oktober 2009 datang k
tempat praktek Saksi di RSUD Batang;

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada pemohon;
Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi, organ kelammghon
dapat dikatakan sebagai organ kelamin perempuan;

Bahwa hasil pemeriksaan saksi pada organ kelamin
pemohon terdapat dua lubang terpisah antara Iubemgng
dengan lubang vagina tetapi tanpa bibir labirin;

Bahwa melihat anatomi kelamin dari pemohon maka
dimungkinkan untuk menggunakan organ kelamin tenseb
untuk melakukan hubungan seksual;

Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan organ ¢lalam
Bahwa untuk dapat dilakukan operasi perubahan kelam
sesuai standar IDI harus didahului oleh observiegi @im
dokter yang meliputi tes psikologi, tes hormonads t
kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh-adfili
seperti Psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam,
Genetikal, Obstetry dan Ginecology;

Bahwa jika seseorang dapat melakukan operasi geainba
kelamin maka dapat dipastikan bahwa orang tersietbait
melampau proses tersebut dan dikatakan layak melaku
perubahan kelamin;

Bahwa dalam ilmu kedokteran dapat terjadi keadaaarth
kromosom perempuannya lebih berkembang dalam tubuh

yang berbentuk laki-laki, hal tersebut ditandaiglenorgan
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kelamin tidak berkembang maksimal baik dari segirak
maupun fungsi selain itu biasanya tanda-tanda kkdkian
yang lain seperti jakun biasanya tidak nampak stzara
yang lebih tinggi;

- Bahwa hal tersebut disebabkan faktor hormonal yatak
diproduksi tubuh dengan cukup akibat kromosom yang

dominan adalah kromosom perempuan;

b. Ketetapan
Dari seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon
kepada pihak pengadilan. Kemudian diperiksa dalankaB
persidangan yang memakan waktu kurang dari 1 (damign.
®Akhirnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2608@m
persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negehupgaten

Batang mengeluarkan ketetapan sebagai befkut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan pemohon sebagai seorang perempuan dengan
segala hak dan kewajiban hukumnya.

3. Menyatakan Pemohon yang semula berna#& berubah
menjadiNAA.

8 Wawancaradengan Ibu Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H#akim
Pengadilan Negeri Batang yang mengadili kasus Algadoyo, Hari Kamis, 7
Juni 2012 di Kantor Pengadilan Negeri KabupateraiBat

% salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Batdagl9 / Pdt.P. /
2009/ PN.Btg.
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4. Memerintahkan kepada Kepala Desa Bandar dan Camat
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang untuk mencatat
perubahan jenis kelamin dan nama pemohon pada tesa
yang diperuntukan untuk itu.

5. Menolak permohonan untuk selebihnya.

6. Membebankan biaya perkara pada pemohon sebesar Rp.
101.000,- (Seratus satu ribu rupiah).

2. Deskripsi Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010
Berbeda dengan pengadilan, keputusan hukum Islam
yang dikeluarkan dalam bentuk fatwa MUI tidaklah nowi dari
adanya permohonan ijin atau permohonan pengesahgsung dari
seseorang yang akan atau telah melakukan operasighan kelamin
MUI, sebagaimana terjadi pada pengajuan perkaradeepengadilan
umum. Hal ini dimaklumi karena aturan Negara malpkerundang-
undangan yang berlaku di Indonesia hanya menyenatMeavenang
penetapan perubahan status kelamin seseorang kgesgmdilan
Negeri® Namun demikian fatwa MUI tidak lepas dari mungain
fenomena di masyarakat muslim, khususnya di Indangsng
kemudian memunculkan adanya permohonan faistdtd’') kepada
lembaga yang dianggap masyarakat sebagai lembawpn kyadibel

untuk menjawab fenomena tersebut. Baik kebutuhamiincul dari

% palam pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adstramsi
Kependudukan secara tersirat mengatakan bahwa gbenb identitas
kependudukan hanya bisa dilakukan berdasarkan ksgruPengadilan Negeri.
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masyarakat dalam bentuk permohonan perseorangaminpman
lembaga, maupun muncul sebagai inisiatif MUl sendigar
masyarakat segera mendapatkan jawaban dan peghogam atas
persoalan tersebth.

Oleh karena itu dalam deskripsi fatwa-fatwa MUIlakd
disertakan subyek, tanggal maupun materi tuntutaun @ermohonan.
MUI biasanya menyampaikan secara singkat fenomenag y
melatarbelakangi munculnya isu hukum yang kemudiatuar
fatwanya tersebut. Demikian juga halnya yang térgsdam fatwa
MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010. Fatwa yang keluar aola
tanggal pelaksanaan MUNAS ke-8 MUI tanggal 25 -@i8 2010 M/
13 -16 Sya’ban 1431 H. ini sebenarnya tidak haeykait dengan
kasus perubahan kelamin tapi juga kasus penyengrurkelamin.
Maka walaupun focus obyek penelitian ini adalahukasanseksual
namun dalam deskripsi ini dicantumkan seluruh &iva tersebut
untuk lebih memahami argumentasi hukum dari MUkarg kasus

transeksual.

a. Duduk Perkara :
Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010
dilatarbelakangi muncunyal praktek pergantian aketamin
dari.jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atsbaliknya

dari perempuan menjadi laki-laki, yang kemudiantustajenis

 Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (&dsEnsiklopedi
Hukum islam 30p. cithim. 964.
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kelamin baru tersebut disahkan pengadilaasus yang paling
mencolok yang disorot oleh MUI adalah pergantialarkéen Laki-
laki bernama AW menjadi perempuan bernama NAA. Kasu
pergantian kelamin tersebut disahkan pengadilareil&gbupaten
Batang pada Selasa, tanggal 22 Desember 2009. Dé&attapan
Pengadilan Negeri Batang No. 19 / Pdt.P / PN. Btg.

Demikian juga muncul di tengah masyarakat praktik
penyempurnaan alat kelamin yang dilakukan terhasg@orang
yang memiliki kelainan. Misalnya seorang khuntsagyanemiliki
kelamin ganda dan fungsi alat kelamin laki-lakifglih dominan,
atau sebaliknya. Dan atas pertimbangan medis, ultitak operasi
guna menyempurnakan alat kelaminnya ters&but.

Permasalahan pergantian dan penyempurnaan kelamin
tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah arelsyt.
Memunculkan pertanyaan khususnya dari umat Islamdtineisa
tentang hukum-hukum permasalahan tersebut darit pahdang
syariat Islam®®

Berdasarkan fenomena di atas Musyawarah Nasiomial VI
Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetagkana
tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelagamnaenjadi

pedoman masyarakat muslim di IndonéS$ia.

7 KH., Ma’ruf Amin dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Sejak 197Jakarta: Gapprint, 2011, him. 567

% Ibid.

%9 bid.

0 bid.
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b. Fatwa :

Berdasarkan pembahasan dalam Munas ke VIII Majelis

Ulama Indonesia tersebut, salah satunya MUl meagden fatwa
No. 03 / MUNAS — VIII / 2010 berisi ketetapan sebilgerikut ™*

A. Penggantian Alat Kelamin

1.

Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi pereiup
atau sebaliknya, yang dilakukan dengan sengajaalmyis

dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.

. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana pbint

hukumnya haram.

. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibatsipe

penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak
dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar’

terkait dengan pergantian tersebut.

. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah

melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana patalah
sama dengan jenis kelamin dia semula seperti sabelu
dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah mermoleér

penetapan pengadilan.

. Penyempurnaan Alat kelamin

1 bid., him. 571
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1. Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang khuntsg yan
yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominatau
sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alatrkala
hukumnya boleh.

2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin
sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.

3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin
sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan
atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan
psikis semata.

4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibedsipe
alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1
dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar’
terkait dengan penyempurnaan tersebut.

5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah
melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin
sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sesuardeng
jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum
memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan

status tersebut.

c. Rekomendasi :
Berdasarkan ketetapan MUI di atas, dan agar fatwa
tersebut efektif di masyarakat, maka dalam fatwal Nid. 03 /
MUNAS - VIII / 2010 tersebut diserta beberapa rekodasi yang
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ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengafaksanaan

fatwa tersebut. Rekomendasi tersebut adafah :

1. Kementerian kesehatan RI diminta untuk membuat lasgu
pelarangan terhadap operasi ganti penggantiaked&hin.

2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk memkode etik
kedokteran terkait larangan praktek operasi géatikelamin.

3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada
hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggaigizin
kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yditgaramkan.

4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktiklakukan
pendampingan terhadap seseorang yang memiliki neslai
psikis yang mempengaruhi perilaku seksual agar k#imb

normal.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

2 bid. him. 572
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A. Legal Reasoning Hakim Pengadilan Negeri Batang Tentang
Hukum Operas Ganti Kelamin Penderita Transeksual.

Untuk menemukan legal reasoning putusan hakim
Pengadilan Negeri Batang No. 19 / Pdt.P / 2009 / PBnulis
menggunakan teori IRAC yang dianggap penulis ledgderhana.
Berdasarkan teori tersebut legal reasoning diperoleh dengan
pencarian 4 (empat) komponen yang dipahami selalitigunakan
hakim dalam perkar yang diperiksa. Unsur tersebeltputi ; issue,
rule, analisys dan conclusion (IRAC) Untuk lebih memudahkan
pemahaman empat katagori tersebut diterjemahkaelippesalam 4
bagian meliputi; Isu hukum [(ssue}, aturan hukum yang terkait
(ruleg , Analisa hakim gnalisy3, dan kesimpulan hukum hakim (

conclusion).

a. Isu Hukum [egal issuep

Isu hukum sebuah perkara disarikan dari fakta-faltey
ditemukan hakim di dalam proses persidafganBerdasarkan
salinan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Batdaigm
perkara nomor 19 / Pdt.P / 2009 / PN. Btg. ditamalwancara
dengan Ibu Widyatinsri Kuncoro Yakti selaku hakinang
menangani perkara yang diajukan oleh AW, diperalegkasan

fakta sebagai berikut :

Arsyad Sanusi.egal reasoning.Loc.cit.
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1. Bahwa pemohon lahir di Semarang pada tanggal 14tagu
1979 dengan jenis kelamin laki-laki dan diberi nakivd.

2. Bahwa sejak wusia balita pemohon memiliki dorongan
bertingkah laku sebagai perempuan. sementara asksifiralat
kelamin laki-laki pemohon juga tidak normal kardreaukuran
lebih kecil, tidak dapat ereksi dengan sempurnanték)
walaupun masih dapat melakukan ejekulasi. Juganditan
tanda-tanda kelelakian pemohon tidak tumbuh dengan
sempurna ditandai tidak tumbuhnya jakun. Data ipeikuat
keterangan saksi yaitu kedua orang tua Pemohon.

3. Bahwa kemudian pemohon memeriksakan diri ke dodttar
menurut pemeriksaan ternyata kromosom perempuaemem
lebih dominan. Hasil ini menjadi alasan pemohonatagtan
operasi pembesaran payudara pada tahun 2001.

4. Bahwa kemudian oleh Tim Dokter dari RS Karyadi Semg
dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif pada
pemohon meliputi tes psikologi, tes hormonal, tegribadian,
tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli sepesikiater,
Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, Obgtetan
Ginecology dan dinyatakan layak untuk melakukanrage
ganti kelamin. Kemudian Pemohon dirujuk ke RS QretSmo
Surabaya dan terhadap diri Pemohon sekali lagikulkn
observasi serupa diketuai oleh Prof. Dr. Djohansyainzoeki,
dr, SpBp (K) dan hasil pemeriksaan oleh tim tersebu

dinyatakan Pemohon layak melakukan operasi galatirie;
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5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 janu@fi52
dilakukan operasi ganti kelamin terhadap PemohoRSIWD
Dr. Soetomo Surabaya oleh tim yang diketuai oledf.HDr.
Djohansyah marzoeki, dr, SpBk (K). Dengan kebelhasi
operasi ini artinya sejak operasi tersebut orgatankie
pemohon berubah menjadi organ kelamin perempuanolfan
telah membuktikan organ kelamin barunya dan mekgata
dpat berfungsi sesuai dengan keinginannya.

6. Bahwa dengan berhasilnya operasi ganti kelamin pemo
maka terjadi perbedaan antara jenis kelamin pemotaoy
tercatat dalam administrasi Negara dengan jenisankal
senyatanya yang terdapat pada pemohon. Maka penaoho
yang diajukan pemohon tidak lain dalam rangka rmegiub
identitas formal jenis kelamin pemohon agar terjadi
kesesusuaian  antara jenis kelamin yang tercatédmda

administrasi kenegaraan dengan jenis kelamin fisrkohon.

Menurut Hakim (Widyatinsri), dari fakta-fakta tebsg di
atas disimpulkan bahwa isu hukum yang muncul dakasus
diajukan AW adalah :

1. Status hukum perubahan jenis kelamin yang diselpableh
operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh pemohon.

2. Status hukum perubahan identitas data kependudigamama
pemohon sebagai dampak dari perubahan kelamin tesyagli

pada diri pemaohon.
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Sekilas dari 2 (dua) isu hukum di atas tidak meggumg
sama sekali kedudukan hukum operasi ganti kelamangy
dilakukan pemohon sebagaimana yang menjadi obye&lipan.
Hakim sendiri menyatakan dalam perkara ini diringanya
mewakili Negara untuk menjalankan tugas administaterkait
dengan adanya permohonan perubahan identitas kegheah
pemohon. Yakni memeriksa dan menetapkan apakah hmemo
memenuhi syarat untuk berubah secara formal identdata
kependudukannya atau tidak. Hal ini sebagaimantugdidalam
Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan. Bahwa tidak seorangpun dapat merubah
mengganti / menambah identitas dirinya tanpa ijendadilan.
Sehingga yang dicari hakim adalah kebenaran fotooikan
kebenaran materil.

Namun demikian dalam kasus ini perubahan identitas
yang terjadi pada pemohon disebabkan oleh kejaldianyakni
adanya tindakan operasi ganti kelamin. Keadaarmmigmjadikan
hakim dituntut untuk juga mencari kebenaran mateni tindakan
operasi ganti kelamin tersebut. Apakah menurut gagan hukum
tindakan operasi ganti kelamin tersebut sah menpandangan
hukum atau tidak. Dengan demikian sangat beralaahwa dalam
isu hukum nomor satu sebagaimana telah disebutkaatad,
terkandung isu hukum tentang kedudukan hukum opegeagi

kelamin yang dilakukan pemaohon.
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b. Aturan Hukum yang TerkaiRuleg

Berdasarkan pengetahuan dan analisa hakim terhadap

perkara yang dimohonkan pemohon dimuka sidang, skasu

perubahan status hukum jenis kelamin seseorang panenis

kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenisepgsuan atau

sebaliknya yang disebabkan oleh adanya tindakamasipganti

kelamin, sampai saat ini belum ada aturan hukumsgeara

spesifik dalam hukum positif di Indonesia. Namurkpea ini bisa

dikaitkan dengan beberapa aturan hukum yaitu :

1.

Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaankiaha
yang menyatakan bahwRengadilan tidak boleh menolak
memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkaray y
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atatakg

jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili

. Undang-undang Dasar 1945. Pasal 27 menjamin babiiap s

warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalamurnuk
dan pemerintahan. Dalam pasal 28 salah satunyar diahwa
pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum adalafasasi

manusia yang tidak dapat dikurangi.

. Pasal 21 dan pasal 29 UU No. 39 tahun 1999 terdakgAsasi

manusia menyatakan bahwa hak setiap orang atashiegut
dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap oraediak
atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikarydigasuai

dengan keadaan pribadinya.
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4. Pasal 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan mengatur hak tiap penduduk untuk mesighe
dokumen kependudukan yang berdasarkan pasal 58 d&J@23N
Tahun 2006 ini menjelaskan bahwa administrasi képéukan
meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin sesd@ngan

keadaan tiap penduduk.

5. Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan. Di Dalamnya juga diatur bahwa tidak

seorangpun dapat merubah / mengganti / menambalitide

dirinya tanpa ijin Pengadilan.

6. Negara melalui pengadilan negeri telah beberapa Kkal

mengesahkan keberadaan sebagaimana pemohon. 8al®yas
adalah penetapan hakim No. 26 / 1985 / SP yang esahgan

perubahan jenis kelamin terhadap Sdr. Boedi Wibowo.

. Analisa Hakim Terhadap Perkaang@lysig

Dalam perkara ini terdapat beberapa isu hukum. Mamu

sesuai dengan tema penelitian ini maka penelitiylaakan
mendeskripsikan analisa hakim terhadap 1 (satwhugum yakni
bagaimana analisa hakim tentang kedudukan hukumasipganti

kelamin penderita transeksual.

Berdasarkan konsideran yang terdapat dalam salinan

putusan Pengadilan Negeri Batang No. 19 / PdtPR.Btg dan

hasil wawancara peneliti dengan Ibu Widyatinsri Bano Yakti
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selaku hakim yang menangani perkara ini, diperatelisa hakim

sebagai beikut :

1. Yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalahwhah
perubahan status kelamin yang terjadi pada pemaeidafah
perubahan yang terjadi akibat perbuatan hukum ieiiu
dilakukannya operasi pengantian kelamin oleh pemoNang
mana perubahan status hukum dari seorang yangniserje
kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis akah
perempuan sampai dengan saat ini belum ada peagatalam
hukum. Namun demikian kekosongan hukum dalam sebuah
perkara yang diajukan ke pengadilan adalah hal yeagr
karena pada dasarnya hukum tercipta karena kelwtuha
masyarakat pembentuknya sehingga hukum memangu selal
tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Dan dalamdison
seperti ini hakim terikat dengan suatu ketentudanddasal 16
UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimarg yan
menyatakan bahwa Pengadilan tidak batemolak memeriksa,
mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajdkagan
dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, mieda wajib
memeriksa dan mengadili.

2. Latar belakang pemohon sebagai seorang transekisiemn
pandangan hakim memang di masyarakat terdapatdpebe
individu yang mengalami kasus seperti terjadi ppelaohon.
Yaitu suatu kondisi yang menurut medis menderiiatis

kelainan perkembangan biologis dalam tubuhnya. ¢Gelvana
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dalam keterangan saksi dokter di persidangadapat orang-
orang yang dilahirkan dengan fisik laki-laki dit@ncddengan
organ kelamin yang berbentuk sebagaimana organlalaki
namun tidak berkembang dengan sempurna baik ukuran
maupun fungsinya diakibatkan adanya perkembangamdmo
dan kromosom yang sebetulnya lebih dominan kepadadn
dan kromosom perempuan. Orang-orang tersebut nkemili
kecenderungan berperilaku dan berpenampilan yadgk ti
terhindarkan sebagaimana layaknya perempuan bu&eandk
faktor lingkungan atau kebiasaan namun dorongatodi
dalam dirinya akibat dominannya hormon dan kromosom
perempuan dalam tubuhnya. Dijelaskan lebih lanjabwa
perbedaan penampilan fisik dengan jiwa dan dorongary
timbul dari dalam diri orang-orang tersebut membsiaatu
ketersiksaan dan mendorong untuk mengaktualisasikarya
sebagaimana apa yang mereka rasakan. Dalam kasus in
pemohon sebagai seseorang dengan fisik laki-lgti l&bih
berkecenderungan berprilaku sebagaimana perempBaaian
pada akhirnya Agus melakukan operasi ganti keladan
seseorang dengan organ kelamin laki-laki menjadsesarang
dengan organ kelamin perempuan. Hal ini dilakukamata-
mata untuk menyesuaikan kondisi fisiknya dengandign
jiwanya yang begitu kuat menghendaki dia menjadira®y

perempuan.
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3. Menimbang, bahwa untuk melakukan operasi gantinkiela
seperti yang dilakukan oleh Pemohon tidaklah mudadiak
semua laki-laki yang berpenampilan dan berperilakperti
perempuan dapat melakukan operasi ganti kelamamgs@&nana
yang dilakukan pemohon. Untuk dapat melakukan speeanti
kelamin tidak ditentukan semata-mata karena kemampu
finansial untuk membayar operasi ganti kelamineteus namun
IDI telah memiliki standarisasi tertentu di manaray yang
ingin melakukan operasi ganti kelamin harus melalui
serangkaian tes dan observasi meliputi tes psikoltes
hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yangultitak oleh
ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Ahli Bedakhli Penyakit
Dalam, Ahli Genetikal, Ahli Obstetry dan Ginecologlan
hanya bisa melakukan operasi ganti kelamin kefikaniedis
tersebut menyatakan bahwa orang tersebut layakkoiela
operasi ganti kelamin.

4. Pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti 84 d
keterangan saksi dokter bahwa pemohon telah melalui
serangkaian tes tersebut dari 2 (dua) tim medig yemliri dari
Psikiater, Psikolog, Ahli Bedah, Ahli Penyakit Dala Ahli
Genetikal, Ahli Obstetry dan Ginecology dari 2 (Hdwamah
sakit besar daerah yaitu RSUD Dr. Karyadi dan RSDID
Soetomo di mana tim media terakhir diketuai olebfPDr.
Djohansjah Marzoeki, dr. Sp.BP (K). Dari hasil tessebut
disimpulkan oleh Tim Medis dari RSUD Dr. Soetomdwa
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pemohon layak melakukan operasi Ganti kelamin yang
kemudian dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Jar2@D5

di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Degan rangkaian prtese
yang panjang sebelum operasi dilakukan telah menepi
kekhawatiran bahwa akan banyaknya laki-laki berpgmian
perempuan melakukan operasi perubahan kelamin denga
mudah dan dengan alasan yang dibuat-buat. Karenaroteya
dalam proses tersebut terdapat filterisasi yarasjelan ketat
dari Tim Medis yang bekerja di bawah sumpah jawatbam
standar Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

. Keberadaan golongan transeksual sebagaimana diaebuk
orang-orang seperti Pemohon tidaklah dapat dipuingkin
golongan tersebut juga merupakan warga negara ésibogang
hak-haknya dijamin baik oleh UUD 45 maupun perugdandi
bawahnya. UUD 45 menjamin bahwa setiap warga negara
memiliki  kedudukan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan yang lebih khusus salah satunya diabalalam
Pasal 281 angka (1) salah satunya menyatakan bahwa
pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum adalatadeesi
manusia yang tidak dapat dikurangi. Di mana pasedebut
kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 daralP28 UU

No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang
menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhagadlaik
jasmani maupun rohani dan setiap orang berhakpatagakuan

hukum untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengead&an
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pribadinya. oleh sebab itu menurut analisa lbu Wjdselaku
hakim yang memeriksa perkara tersebut berkesimpuoddmva
pemohon memiliki hak yang dilindungi oleh konstitutan
perundangan untuk diakui oleh negara sebagaimaada&e
dirinya.

. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 nrahu
2006 tentang Administrasi Kependudukan, tiap peuokud
berhak memperoleh dokumen kependudukan yang bekdasa
Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan meliputi data pribadi termasuk jergsamin
sesuai dengan keadaan tiap penduduk sehingga UU23o.
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuk
peluang dalam sejumlah pasal yang ada di dalamiayea y
mengatur mengenai cara melakukan perubahan data
kependudukan yang menjadi dasar keluarnya dokumen
kependudukan. Dan dalam hal ini dibuktikan bahwgana
telah beberapa kali melakukan pengakuan keberadiag-
orang seperti Pemohon melalui penetapan hakim ateh
satunya adalah penetapan hakim No. 26/1985/SP yang
mengesahkan perubahan jenis kelamin terhadap Su#diB
Wibowo.

. Pada sisi lain dalam pandangan hakim, secara sgwol
kemajuan budaya dan pandangan terbuka sebagiararalsty
saat ini telah dapat menerima keberadaan golongaseksual

seperti pemohon, terbukti banyaknya golongan tkeusd yang
91



dapat berprestasi di banyak bidang dan diakui ketsdannya
oleh masyarakat. Dan tidak dinafikan ada juga dabag
masyarakat yang lain menganggap perubahan kelamin
sebagaimana yang dilakukan pemohon merupakan #izhtu
yang melawan kodrat. Namun menurut analisa hakninegaan
pendapat dalam masyarakat tersebut merupakan iglwaar
dan dapat dimaklumi mengingat keheterogenan mdstara
sehingga mengakibatkan pula nilai yang dianut makga
menjadi heterogen, namun demikian perbedaan pendapa
tersebut tidak merupakan alasan bagi negara uritlék t
mengakui hak warga negaranya yang dijamin oleh tmuku
tertinggi negara ini yaitu UUD 45. Oleh karena itegara harus
dapat memberikan keadilan pada setiap individu &arg
negaranya termasuk pada golongan seperti pemohon.

. Menimbang, bahwa pembagian jenis kelamin yang diaku
dalam pencatatan dokumen kependudukan hanyalahemang
laki-laki dan perempuan dan tidak mengenal golontzam.
Maka pemohon harus ditentukan masuk kepada satahdsa
antara keduanya. Dengan keberhasilan operasi kalatmin
pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di RSUD. Dr
Soetomo yang dilakukan oleh pemohon, dan secanaalvis
sesuai dengan keterangan saksi dokter, organ kelamik
pemohon adalah organ kelamin perempuan di manapatd
dua lubang terpisah antara lubang kemih dan lubegna

walaupun tanpa bibir labirin. Ditambah penampilaand
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perilaku pemohon selama proses persidangan sepanjan
pengamatan Hakim pemohon berperilaku dan berpeteampi
sebagaimana layaknya perempuan dan tidak pula wu&m
tanda-tanda kelaki-lakian seperti jakun pada diemBhon.
Maka pemohon lebih layak dimasukkan dalam gelorjgais

kelamin perempuan.

d. Kesimpulan Hukum
Berdasarkan seluruh analisa di atas, maka hakim
Pengadilan Negeri Batang memandang cukup alasanmhuwituk
menyatakan bahwa perubahan kelamin yang dilakuleinmemohon
sah menurut hukum dan jenis kelamin pemohon adadabmpuan
sejak operasi ganti kelamin berhasil dilakuRamrtinya tindakan
operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh AW samunet hukum
dan berdampak kepada perubahan status kelamin pamblamun
demikian secara formil Negara baru mengakui peramaktatus
kelamin pemohon sejak ketetapan ini dibacakan dakdang

pengadilan.

B. Legal Reasoning Komis Fatwa MUl Tentang Hukum Operas
Ganti Kelamin Penderita Transeksual

™ Kesimpulan ini tidak ditemukan dalam amar putusakim namun
terdapat dalam konsideran yang kemudian digunaldragai pertimbangan
ketetapan pengesahan perubahan status kelamin pensaagaimana yang
terdapat dalam amar putusan. Lihat salinan Penet@makara Perdata No.
19/Pdt.P/2009/Btg.pp.cithim. 24.
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Fatwa MUI tentang operasi ganti kelamin penderita
transeksual tidak bisa disamakan fungsinya dengatetdpan
pengadilan tentang kasus ini. Fatwa MUI tentangukaisi tidak
menjadi acuan perubahan status formal jenis kelaypang
bersangkutan. Karena berdasarkan UU. 23 tahun 2€6€ang
Administrasi Kependudukan perubahan identitas hepdukan,
termasuk di dalamnya perubahan status kelamin asgdharus
berdasarkan ketetapan pengadilan. Namun kondisi tidak
menunjukkan fatwa MUI tidak penting.

Fatwa-fatwa lembaga—lembaga keagamaan dalam
penerapannya sering kali lebih efektif dibandingkatetapan hukum
positif. Masyarakat Indonesia sebagai Negara yamggimaruskan
seluruh penduduknya beragama, menjadikan nilai-kidggamaan
memberikan pengaruh cukup kuat bahkan bagi kalarigeentu
dominan pengaruhnya dalam perilaku kehidupannyangée
demikian Fatwa MUl sebagai lembaga yang cukup sepratif
mewakili umat Islam sangat penting untuk dipahami.

Terkait dengan kasus operasi ganti kelamin perderit
transeksual, kalau kita terapkan unsur legal reagomodel IRAC
sebagaimana dipakai peneliti untuk putusan Peragaliegeri Batang
No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg ditemukan data sebagé#uier
a. Isu Hukum

Isu hukum yang ada dalam fatwa MUl No. 03/MUNAS-

VIII/2010 tidak muncul dari kasus spesifik yangjaer pada

subyek hukum tertentu. Fatwa ini muncul dari faktarupa
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fenomena semakin bermunculannya praktek penggardiah
kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi peramap atau
sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki, yapgkdian status
jenis kelamin baru tersebut disahkan pengadilaninya fatwa
MUI ini menjawab secara umum kedudukan hukum petader
transeksual yang telah melakukan operasi penggakgtamin.
Sekaligus memberikan sudut pandang lain yakni spdundang
hukum Islam terhadap operasi tersebut yang telsahkan oleh
pengadilan negeri (hukum perdata).

Kasus yang paling mencolok menjelang pelaksanaan
MUNAS MUI VIII adalah keluarnya ketetapan PengadiNegeri
Kabupetan Batang No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg., yanggesahkan
penggantian kelamin seorang transeksual bernama ysWg
berstatus sebagai seorang muslim, menjadi seorargmpuan
bernama NAA. Yakni kasus yng telah terlebih dahdibahas
dalam penelitian ini.

Fakta-fakta tersebut mendorong cukup santernya isu
hukum di masyarakat yang mempertanyakan bagairtiautaum
operasi penggantian kelamin penderita transeksukhad dari
perspektif hukum Islam”Isu ini lebih santer muncul dari umat
Islam karena selain sebagai umat mayoritas dirnége yang
lebih utama karena memang ajaran Islamlah yantp lghci

mengatur tentang aktivitas manusia dalam kesehm@an

b. Dalil-dalil hukum yang Terkait
95



Berbeda dengan hukum perdata, Sumber pokok rujukan

hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Al- Sunnah. Sekatipusianya
jauh lebih tua dibanding hukum perdata yang bertiikndonesia.
Namun telah memiliki aturan hukum terkait dengamspalan
kelamin. Sekalipun tidak langsung tertuju pada &aserasi ganti
kelamin transeksual, status hukum jenis kelanagi bmereka
yang mengalami kelainan kelamintérsey telah disinggung oleh
kedua sumber utama hukum Islam tersebut. MUl mahcatkup
banyak ayat al-Quran dan hadits, juga kaidah-kaidéum Islam
yang menyinggung langsung maupun tidak langsungadep
hukum operasi kelamin. Dalil-dalil yang tercantumlain fatwa
MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tersebut adalah :

1. Firman Allah SWT :

P }//E

ST 15k &_4_—::._».19 r;fy) AN W&; .
o W3 mfa-%“ SELIY f&" s D5 ;v—‘n/:\b

o g

Wb\www&‘\_)jé

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, kiam a
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan
menyuruh mereka (memotong telingan-telinga binatang
ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dam A
akan suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) laluaben
benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang mianjadi
setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesumgygaiia
menderita kerugian yang nyata”. (. An-Nisa [4]: 119
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“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakaanusia
menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptabah.

(Itulah) agama yang lurus;, tetapi kebanyakan mantisgak

mengetahui”. (QS. Ar-Rum [30]:30)
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“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahaaik
bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, pdah

tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui sedang kaitak
mengetahui”. (QS. Al-Bagarah[2]: 216)

o o _me
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“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukailsdas

padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang diény
(QS. An-Nlsa [4] : 19)
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Maka tatkala isteri ‘Imran melahirkan anaknya, s berkata:
‘Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seoearak
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perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yangididannya
itu; dan anak laki- Dan laki-laki tidaklah sepertinak
perempuan.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 36)

c L
PN T A R e AR T TPt N B
oty WY o Ioales Ny hadly Sl e Tgslasy e
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“‘Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan
kebajikan dan takwa, jangan tolong menolong dalarbumzt
dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepdala, Al
sesunguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Aledha
[5]: 2)

2. Hadits Nabi SAW :
(6)1;4]\ a\})) Pt dl; u\):\a..d\ u.m;.“ &L\\A.hld\} Claaiiall

Dari Abdullah ibn Mas’'ud RA, ia berkata: “Allah SWT
melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato da
yang meminta membuat tato, memendekkan rambug sert
yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatgos)
yang merubah ciptaan Allah.” (HR. al-Bukhari)

o Openitiall Al Jsuy oad 0 JB Legie il () (e (p dllae (2 e
3shy sy g ad) ols)) dall eluall (e Cilgaiiall g elully Jla
(4ake 05 (520 5l

Dari Abdillah ibn ‘Abbas RA ia berkata: “Rasulull&@AW
melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dang
perempuan, juga kaum perempuan yang menyerukan diri
dengan laki-laki.” (HR. al-Bukhari, Abu Dawud, at-
Turmudzi dan Ibn Majah)
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3. Qaidah:
Al e et o o ol o
Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan
terhadap sarana-sarananya
Lade g lasagaile aa jouaSall o

Penetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ilat

Logdal S5l 1) i Legabae | o 5y Glinadall (i a3 131 o
Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadat ang&ng
harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan
ozl .
Dharar itu harus dihilangkan®
oxalb Ji Y juall .
Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatang
dharar.
allad) Cla e adie sliall 6 0 o
Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukatpatia

mengambil kemaslahatan.

c. Analisa
Berbeda dengan hakim di Pengadilan Negeri Batang,

Fatwa ini tidak khusus pada persoalan transekswalg y
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melakukan operasi ganti kelamin. Tapi juga tentapgrasi
kelamin bagi mereka-mereka yang tergolong khuriatwa ini
keluar dalam forum MUNAS MUI dengan demikian metkzan
seluruh peserta MUNAS yang jumlahnya tidak kuraag 400
orang. Jumlah yang jauh lebih besar dibanding aaggajelis
Fatwa MUI.

Analisa MUI terhadap operasi penggantian kelamimgya
dilakukan oleh penderita transeksual tidak didagatlalam
salinan fatwa MUl Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010. Kana
dalam salinan fatwa tersebut dalam konsiderannyak ti
memuat pendapat peserta MUNAS, pendapat para yjaga
pendapat para ahli. Analisa MUI dalam fatwa ini glin
dapatkan dari hasil wawancara dengan salah seeraggpta
komisi fatwa MUI Pusat yakni Drs. H. Aminuddin Ya',
M.A.

Analisa MUI tentang operasi ganti kelamin penderita
transeksual diawali dengan penjelasan tentang Rofesas
kelamin yang ada dalam hukum Islam. Bahwa Jeniankiel
dalam studi hukum Islam ada 2 (dua) yaitu laki-lakin
perempuan. Islam tidak mengenal jenis kelamingketbaik
seseorang dengan tampilan yang sering disebut wasana
maupun seperti yang sekarang dikenal dengan sebutan
transeksual. Ketiga-tiganya tidak masuk katagonisjéelamin

ketiga.
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Bagaimana menentukan jenis kelamin seseorang @kUnt
menjawab pertanyaan ini menurut kacamata MUI térleb
dahulu harus dipahami siapa yang berhak menentjédwia
kelamin seseorang ?. Penentuan jenis kelamin segpadalah
hak prerogratif Tuhan. Penjelasan ini secara lamgsian jelas
dari pemahaman teks/lafadz “khalagnakum min dazakag
untsaa” (QS. Al-Hujurat [49]: 13). Artinya Allah gg telah
meciptakan manusia lengkap dengan jenis kelamiragyakah
laki-laki atau perempuan. Ayat tersebut masuk laiadiahir
dan petunjuk hukumnya dapat dipahami dengan pemalar
ibarat al-nash dalam memahami lafadz/teks

Selanjutnya untuk mengetahui jenis kelamin pilihan
Tuhan adalah dengan mengetahui tempat (alat) dinckan
buang air kecil hin aina yabul. Di situlah kata Rasulullah
SAW kelamin seseorang. kalau seseorang telah rampa
mengeluarkan air seni dari penigdzéka) maka jenis
kelaminnya laki-laki. Sedangkan jika terlihat dimang air
kecil melalui vaginaf@rj) maka jenis kelaminnya perempuan.
Dengan demikian kembali mengkatagorikan lafacim”aina

yabul', sebagai lafadz dhahir.jenis k diartikan bahwaige

> Penalaran ibarah al-nash sebagai metode untukahsemi hukum

sebuah persoalan yang diambil dari makna dlahadi&fteks. Lihat Fathi al-
Darayni,Al-Manahij al-Ushuliyah fi al-ljtihad bi al-Ra'yiifal-Tasyri’ al-Islami
damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975, cetakarapeatOp. cit., him 275
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kelamin seseorang ditentukan dengan melihat orgdanmkn
apa yang digunakan sebagai tempat keluarnya air sen
Walaupun manusia tercipta dengan dua unsur jasad da
ruh atau fisik dan mental. Namun yang menentukanis je
kelamin hanya factor fisik. Selain karena alasaksttel
sebagaimana di jelaskan di atas, MUI berargumemwadisik
itu sifatnyagiven,dari Allah. Siapapun, dirinya atau pun orang
tuanya tidak punya andil menentukan jenis kelamin.
Sebaliknya unsur psikis adalah sesuatu yang dikeateh
pertumbuhan psikis tersebut. Kalau seseorang turdenlgan
pendidikan yang benar, tidak mengalami sesuatu yang
troumatik, hidup di lingkungan yang baik dan benagka
unsur psikisnya akan tumbuh sesuai dengan kdiiglisiya.
Penentuan jenis kelamin secara fisik bukan tanpa
masalah. Dalam kajian figh Islam dikenal istilakhtintsd.
Khuntsa bukan jenis kelamin ketiga. Khuntsa adaehuah
kasus dimana seseorang memiliki kelainan organniela
sehingga tidak mudah menentukan jenis kelaminnyasul
dalam katagorikhuntsaadalah orang yang kelaminnya tidak
jelas apakah laki-laki atau perempuan, misalnyaktishemiliki
lubang kelamin. Atau memiliki satu organ kelaminpita
pertumbuhan atau bentuknya tidak sempurna. Masl&mda

katagori khuntsa pula seseorang yang memiliki kiglaganda
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(hermaprodi}, baik hermaprodit sejak lahir maupun setelah
dewasa’®
Cara menentukan jenis kelamkhuntsa berbeda-beda

sesuai dengan kasushyaNamun untuk semua kasus khuntsa

® Aminudin ya’kub, salah seorang anggota Komisi fatWU!l pusat
mencontohkan bahwa pada tahun 2004 di Kota Mekahapedihebohkan
dengan berita surat kabar dengan judul “Gadisi#nt Kini sudah Berubah
Menjadi Pria Tampan”. Berita ini menejelaskan adaesrang yang terlahir
memiliki kelamin luar berupa vagina sehingga dissukajenis kelamin wanita,
namun dalam perkembangan selanjutnya dari selakseédanin perempuannya
keluar penis. Dan ternyata diketahui dia buangkaailnya melalui penis itu.
Maka jenis kelaminnya menjadi laki-laki. Kasus yaagna terjadi di tanggerang.
Ada seorang wanita yang duduk di sekolah Madragéidaiyah. Dia sudah
dipakaikan pakaian wanita termasuk jilbab. Tapi kdian tumbuh penis dari
alat kelamin perempuannya dan buang air seni migdahis tersebut maka jenis
kelaminnya berubah menjadi wanita. Hasil wawanpargliti dengan Aminudin
ya'’kub di kantor Fatwa MUI Pusat. Kasus yang saen@adi juga di Purwokerto,
kasus ini bahkan sampai diajukan ke pengadilankuntandapat pengesahan
perubahan kelamin yang bersangkutan. Wawancaraadeftyy Widyatinsri
Kuncoro yakti, Hakim Pengadilan negeri batang.

77 Untuk kasus yangertamakhuntsa seseorang yang tidak jelas jenis
kelamin luarnya, atau ada organ kelamin luar taaikt memiliki lubang. Maka
menentukan jenis kelaminnya adalah dengan memerikg@mn kelamin
dalamnya. Apabila dia memiliki organ kelamin dalaaperti perempuan maka
kelaminnya perempuan dan demikian pula sebalikiyguk seseorang yang
sudah memiliki organ kelamin yang jelas tapi tideémpurna, maka jenis
kelaminnya sesuai dengan organ kelamin lurnya. Kru(dua) kasus ini
dibolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan opétlsmin yang bersifat
tashih atau takmil (penyesuaian atau penyempurnaan) bukan penggantian
kelamin. Dasar pengambilan hukumnya adalah berkasarinsip “ mashlahah
mursalah” karena kaidah figih menyatakadh-dhararu yuzalu(bahaya harus
dihilangkan )yang menurut imam asy-Syatibi mengaindan menghilangkan
bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjuskanat Islam.Kedua
untuk kasus hermaprodit (memiliki dua alat kelamiBaik hermaprodit sejak
lahir atau hermaprodit yang diketahui pada usia-ssitelahnya. cukup dengan
melihat dari mana air seninya keluamil aina yabyl Di situlah jenis
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penentuan jenis kelamin tetap berdasarkan indflsiki Yakni
berdasarkan kecenderungan terbesar organ kelamng ya
dimilikinya.

Apa yang sekarang dikenal dengan istilah waria,awvad
atau transeksual tidak termasuk dalam katdduorntsa Karena
ketiga-tiganya secara fisik telah sempurna mentwajukenis
kelamin tertentu. Wadam dan waria adalah dua fstilatuk
menyebut kasus yang sama yakni seorang laki-lakigya
berperilaku seperti perempuanyukhannats Adapun
transeksual adalah suatu istilah yang digunakawkunenyebut
seseorang yang secara fisik telah menunjukkan jexlamin
tertentu (laki-laki atau perempuan) tapi dia begvbalaku
berlawanan dengan kondisi fisiknya. Jadi transdksubisa
jadi seorang wanita tapi berpenampilan sepertil&i Atau
juga sebaliknya seorang laki-laki tapi lebih sulerperilaku
seperti perempuan. Dengan demikian sebenarnya \adalah
bagian dari perilaku transeksual.

Menurut MUI pokok masalah dalam transeksual adalah
persoalan psikis. Bukan terjadi karena faktor fesglperti kasus
khuntsa. Keadaan ini terjadi disebabkan karena grehg

pendidikan, pergaulan, peristiwa trumatik tertentoaupun

kelaminnya. Jika air seninya keluar dari penis mdigaberjenis kelamin laki-
laki. Sebaliknya jika air seninya keluar dari vayimaka dia perempuan. Untuk
kasus hermaprodit juga dianjurkan untuk operalsirkim berupa penghilangan
organ kelamin luar yang tidak terpakai. Dasar hukyemsama dengan kasus
pertama dan terdahuliinid.
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karena faktor lingkungan dalam perjalanan hidupnya.
Transeksual tidak terjadi sejak lahir sebab setiagnusia
terlahir sama dalam keadaan fitrah. Orang tuanysiafmg
menentukan hitam putihnya kondisi anaknya termasurdisi
psikisnya. Orang-orang seperti ini harus dikemiaalikpada
posisi kodratnya. Karena yang bermasalah adalaltorfac
psikisnya maka pengobatannya juga bersifat pdiiss, dengan
pendidikan, konseling, merubah lingkungan pergautkam
sebagainya. Dan cara ini menurut keterangan Anmrhahyak
yang akhirnya kembali kepada kodrat awalffya.

Jenis kelamin penderita transeksual sudah jelas,yak
berdasarkan organ kelamin yang dimilikinya. Karesegara
fisik mereka sempurna, dan dia buang air seni dagan
tersebutMin aina yabul?, itulah pertayaannya, dan jawabnya
juga sudabh jelas terlihat secara fisik.

Menurut MUI, apa yang saat ini semakin banyak
dijadikan alternatif oleh para penderita transeksyaitu
melakukan operasi perubahan kelamin jelas tidalattean
merupakan kesalahan yang fatal akibatnya. Islarmaktid

mengenal dan tidak membolehkan mengganti kelamianka

"8 Salah satunya adalah Dr. Boyke yang dikenal sélpsgar seksologi.
Menurut pengakuannya dulu pernah merasakan bahwkisnys lebih
berkecenderungan untuk berperilaku seperti peremplapi perasaan it uterus
dia lawan dengan berbegai aktivitas seperti bel&@msultasi dengan psikolog,
juga pendekatan spiritual dia lakukan. Dan akhirdiga bisa kembali normal,
dan sekarang sudah punya isteri dan anak. Inforimadidapatkan penulis dari
bapak Aminudin Ya'kub.
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beberapa alasan berikupertama yang bermasalah bukan
fisiknya melainkan psikisnya. Dengan demikian pah#n
kelamin tidak akan menyelesaikan masalah. Kedodakian ini
akan menimbulkan masalah hukum bagi yang bersazagkut
karena menurut Islam faktor psikis tidak bisa meénglasan
kebolehan operasi kelamin. Seseorang yang melakoerasi
perubahan kelamin berarti dia sudah melawan kogaaig
diberikan allah SWT. Padahal telas ditegaskan :

“(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah mencigtak
manusia menurut fatrah itu. Tidak ada perubaham pgrtaan
Allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakaanusia
tidak mengetahui “. (QS. Ar- Ruum [30]: 30). Larang
melakukan perubahan terhadap ciptaan Tuhan seeges t
dalam hadits dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan mma
Bukhari dengan ungkapa# 3la &l padl L &l (2l Sementara
itu dalamQS. Al-Bagoroh?2] : 216) juga dijelaskan bahwa
boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu badintu
atau sebaliknya boleh jadi kamu menyukai sesuadahz itu
buruk bagimu. Kaitannya dengan jenis kelamin, ayait- di
atas dipahami MUI menggunakan penaladafalah al- nash,
yaitu pengertian secara implicit tentang suatu hulkain yang

dipahami dari pengertian nash secara ekgjisérah al-Nash
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karena adanya factor penyebab yang $aniditratallah allati
fatara al-naasa ‘alaiha’Secara ekplisit teks dalam ayatQ@8.
Ar-Ruummenijelaskan tentang perintah untuk tetap berada pa
agama fitrahnya yaitu Islam. Maka ayat ini bisaudigkan
sebagai perintah untuk tetap pada fitrah-fitran kang telah
ditetapkan Tuhan. Di antaranya tetap pada jeniankiel fisik
yang telah ditetapkan Tuhan, karena disitulah Hitjanis
kelaminnya. Demikian jug®S. Al-Bagorohayat 216. Kontek
ayat ini sebenarnya terkait dengan petunjuk peribierperang
namun ayat ini dipahami dengan model penaldedalah nash
atau disebut jugalilalah al-dilalah, sehingga jika diterapkan
pada kontek persoalan kelamin artinya bisa jadissde&orang
tidak suka dengan jenis kelamin fisiknya (transeRspadahal
itulah ketentuan Allah yang lebih baik baginya. Hai
ditegaskan dengan contoh sikap tawakal istri Imkatika
mendapati anak yang dilahirkannya tidak sesuai a@®eng
harapannya yakni perempuan (QS. Ali Imron [3]: 36).
Ditegaskan oleh Aminudin Yakub bahwa analisa pasert
MUNAS terhadap operasi ganti kelamin penderitase&aual
dikaitkan dengan dalil-dalil di atas menemukan Idalikum
yang kuat @ath’i). Kesimpulan hukum ini bukan diperoleh
melalui ijtihad, tapi cukup dengan mengeluarkan umukya

(istinbath melalui kajian kebahasaabayan) terhadap dalil-

" Muhammad Abu Zahrahshul Figh (terj).,Jakarta: Pustaka Firdaus,
1994, him. 208.
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dalil tersebut. Itu disepakati oleh semua pesertiNKS yang
hadir. Tidak ada perbedaan pendapat di antargppasata.

Analisa lain yang digunakan MUI. Keharaman petilak
transeksual sendiri telah ditunjukkan secara jdilam lafadz
“la’ana Rasulullah al-mutasyabbihina min al-rijal &l-nisa wa
al-mutasyabbihati min nisa bi al-rijjl artinya “Rasulullah
SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan déangan
perempuan, juga kaum perempuan yang menyerukan diri
dengan laki-laki.” Bahwa Hukum larangan transeksna
didapatkan melalui ibarat al-nass, menempati titegkgertinggi
dalam penunjukkan hukum secdaédziyah (tekstual). Ibarah
al-nass sendiri adalah makna yang segera dapdiagipadari
lafadz nastdan memang makna itulah yg dimak&emikian
juga dalil hadits tersebut apabila dilihat dari ek@gannya
masuk dalam katagori dzahir. Sehingga harus dianalk
tuntutan hukumnya berdasarkan makna lafadz terssdaima
tidak ada petunjuk lain yang mengalihkarflys&eharaman
perilaku transeksual muncul berdasarkan dalil dagtode
istinbathyang kuat.

Dari keseluruhan analisa di atas mulai konsep gaaan

kelamin dan cara mengetahui indicator jenis kelaseiseorang

8 H. Amir Syarifuddin,Ushul Figh Jilid I, Jakarta:Logos Wacana lImu,
1997 him. 275. dan Haramayn Abi al-Ma’ali Abd aldMabin Abdillah Yusuf
al_JuwayniAl_burhan fi Ushul al-FighJuz I, ttp,:ttp., 1992, him 298

8 Rachmat Syafe’lllmu Ushul Figh Bandung: Pustaka Setia, 2007, him.
151
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sampai pada perilaku transeksual yang secara maitakjgap
menyimpang. Maka tindakan operasi ganti kelaminpapa
sebabnya, termasuk bagi penderita transeksualpakat
melanggar ketentuan syariat. Dalam pemahaman MUI
transeksual murni disebabkan faatarture (lingkungan), tidak
ada keterlibatan factor bawaan, sehingga tidak iatissna
(perkecualian) apalagi masuk dalam katagori daramua
penderita transeksual, apapunsebabnya dilarang kurkala
operasi ganti kelamin. Menurut MUI tindakan operganti
kelamin akan menimbulkan lebih banyaladlarat Dan semua
bentuk kemadlaratan harus diupayakan untuk dinidamg(
Jl s ol ).

Larangan operasi penggantian kelamin berimbas pada
pelarangan tindakan-tindakan yang terkait dengaerasp
penggantian kelamin, baik pra maupun pasca opdrashasuk
dalam katagori ini misalnya tindakan para pihak gyan
membantu pelaksanaan operasi penggantian kelasara
kaidah ushul figh yang mengatakan bahwa larangdradep
sesuatu berlaku pula terhadap media yang menjadniaea
kepada sesuatu tersebublfs o= &+ e &) Sedang
pasca operasi contohnya tindakan hakim yang mehkgsa
perubahan kelamin, termasuk pihak-pihak yang méruba

identitas formal pelaku perubahan kelamin.

d. Kesimpulan ¢onclus)
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Forum MUNAS secara tegas berkesimpulan bahwa Islam
tidak mengenal adanya pergantian kelamin. Tindakaerasi
ganti kelamin apa pun sebabnya melanggar ketergyarat.
Kelainan kejiwaan seseorang yang merasa dirinyagselpenis
kelamin yang berbeda dengan kelamin fisiknya (&aksual)
tidak bisa menjadi alasan kebolehan operasi petiggan
kelamin dari organ kelamin laki-laki menjadi orgkalamin
perempuan dan juga sebaliknya.

Larangan operasi penggantian kelamin berimbas pada
ketidakbolehan kegiatan-kegiatan yang mendukungatay
operasi kelamin baik pra maupun pasca operasi bigrse

dilakukan.

C. Komparas Antara Legal Reasoning Hakim dan Legal Reasoning
Komis Fatwa MUI Tentang Operasi Ganti Kelamin Penderita
Transeksual

1. IsuHukum
a. Hukum Perdata :
1. Bagaimana kedudukan hukum tindakan operasi ganti
kelamin penderita transeksual yang telah dilakudlztn
AW.
2. Bagaimana jawaban hukum perdata terhadap permohonan
perubahan status hukum jenis kelamin penderita

transeksual.
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3. Bagaimana status hukum perubahan identitas yang
dimohonkan Agus sebagai akibat dari telah dilakukan
operasi penggantian kelamin.

Isu hukum pertama sebenarnya tidak muncul dalam
petitum permohonan, namun isu hukum ini muncul rseca
otomatis karena untuk memastikan kesimpulan isuutmuk
kedua dan ketiga maka harus menjawab isu hukurarpart

b. Hukum Islam

1. Bagaimanan kedudukan hukum operasi ganti kelamin
penderita transeksual menurut hukum Islam.

2. Bagaimana kedudukan hukum kegiatan-kegiatan yang
mendukung pra dan pasca tindakan operasi kelanikn ba
penggantian kelamin maupun operasi ganti kelamin.
Dengan mengkomparasikan isu hukum yang pahami oleh

Pengadilan Negeri Batang dan MUI. Jelas nampak &ahw
sekalipun berangkat dari fakta yang tidak sama igedsn
terutama pengadilan memeriksa kasus ini berdasaakdamya
permohonan tentang perubahan status jenis kelaMnMamun
keduanya keduanya menghadapi isu hukum pokok yantas
yakni “kedudukan hukum tindakan operasi ganti kétatmagi
penderita transeksual”

2. Dasar Hukum (rules)
a. Hukum Perdata

Hukum Perdata tidak memiliki dasar hukum spesifik

terkait dengan penggantian kelamin yang disebaldteh
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tindakan operasi. Dasar hukum yang digunakan addiahn-
aturan perundang-undangan yang lebih umum. YaknD UU
1945 yang mengatur kesamaan hak-hak warga Negamna, d
undang-undang tentang hak asasi manusia.
b. Hukum Islam

Sekalipun sumber hukum Islam tidak memiliki istilah
khusus bagi penderita transeksual namun banyak yaalg
bisa dikaitkan langsung dengan tindakan operagygaartian
kelamin penderita transeksual. Dalil tersebut, galmaana
yang digunakan MUI, terdiri atas; pertama, bebemad al-
Quran seperti; QS. An-Nisa [4]: 119 dan QS. ArRu
[30]:30 tentang larangan merubah ciptaan Tuhan, Q5.
Nisa [4] : 19 QS. An-Nlsa [4] : 19 dan QS. Ali ‘lam [3]: 36
tentang perintah untuk tetap dan bersabar dalaamfiftuhan.
Kedua Hadits; Hadits dari Abdullah ibn Mas'ud RAnga
diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang larangan ubeh
kondisi tubuh. Dan hadits dari Abdillah ibn ‘AbbR# yang
diriwayatkan oleh bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, lbbMajah
tentang larangan bagi laki-laki berperilaku sepegtiempuan

dan sebaliknya.

3. AnalisaHukum

Analisis hukum merupakan bagian terpenting dari
formula IRAC, karena disinilah terjadi proses bkinfpenalaran
yang sesungguhnya. Ketepatan analisis terhadajsarfalkum
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hakim sangat memudahkan memahami kesimpulan hulamg y
diambil hakim. Analisa hukum seorang hakim sangagrmtyaruhi
oleh sudut pandangnya ketika melakukan kegiataralgem
hukum. Sementara sudut pandang seorang hakim sangat
dipengaruhi oleh keluarga sistem hukum yang dfankieluarga
sistem hukum memainkan peranan penting dalam mekemnt
model-model penalaran yang disajikan dalam keramgientasi
berpikir yuridis. Namun demikian model-model penata
berdasarkan keluarga system hukum ini bukan sekedstian.
Perubahan sosio-kultural memungkinkan mengubah igond
tersebut’. Kondisi ini akan segera kita lihat pada kasusgyan
menjadi tema penelitian ini.

a. Hukum Perdata
Terkait dengan kasus operasi kelamin penderita
transeksual. Hukum positif di Indoensia yang sebera
lebih sering dikatagorikan masuk kepada keluargkutmu
civil law,®* dengan karakter abstrak, kaku, dan menggunakan

82 B Arief Sidharta,Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga
Sistem Hukum dan Penstudi Hukuvtakalah, 2006.

8 penelitian yang dilakukan oleh P.S.Athiyah dan.Sugmers tentang
penalaran hukum antara sistem hukum Amerika Serilah Inggris
menunjukkan fenomena di atas. Setidaknya, menuandgngan mereka,
sekalipun Amerika dan inggris secara historis tedrdari keluarga hokum yang
sama namun hokum Inggris sangat formalistic, seanandi amerika sangat
substantive. Lihat P.S.Athiyah & R.S.Summédferm dan Substance in Anglo-
American Law: A Comparative Study of Legal Reaspniregal Theory, and
Legal Institutions Oxford: Clarendon Press, 1991, hal.1-2.

8 Katagori ini di antaranya di dasarkan kepada prgsembentukan
hukum di Indonesia yang cenderung dilakukan olehblga legislative (dan
eksekutif) . Posisi hakim hanya mulut dalam men@aapndang-undang. Lihat
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indone$ianduan Bantuan Hukum di

Indonesia Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, him 26dBagkandengan
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pendekatan berpikir deduktif. Ternyata semua karakt
tersebut tidak berlaku dalam kasus ini.

Tidak adanya dasar hukum spesifik tentang perubahan
kelamin yang disebabkan operasi ganti kelamin telah
memaksa hakim Pengadilan Negeri Batang menggunakan
model berpikir sebaliknya yakni konkrit ,obyektifam
menggunakan pendekatan induktial ini terlihat dari
penggunaan pandangan medis oleh hakim. Hakim
menganggap bahwa sudut pandang medis lebih tefzah da
memahami kasus transeksual. Dari sudut pandang ini
dipahami bahwa penentuan jenis kelamin (seksual)
melibatkan unsur fisik dan unsur psikis dan bisdabgsung
seumur hidup. Sehingga kondisi-kondisi tertentuepesti
transeksual -_ bisa menjadi alasan perubahan ketasnin
seseorang setelah terlebih dahulu melewati prosgdng
telah ditetapkan.

Obyektifitas hakim terlihat ketika dalam pandangan
medis sendiri belum ada kesepakatan tentang pahyeb
transeksual apakah murni disebabkan factor pstkig jmga
bisa disebabkan factor fisik seperti hormonal ?kiia
menggunakan pendapat yang kedua karena fakta di
persidangan ditemukan bahwa pemohon (AW) telah
menderita transeksual sejak kecil serta berdasarkesil
pemeriksaan medis pemohon mengalami kelainan %log
berupa kelainan perkembangan hormonal. Yakni sébaga
seorang laki-laki, hormon dan kromosomnya justrbihle
dominan kepada hormon dan kromosom perenfbuan

B.Arief Sidharta, Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem
Hukum dan Penstudi Hukuyrmiakalah, 2006

% Keterangan dr. Dadi Garnadi di hadapan sidangdttiap Negeri
Batang. Lihat Salinan Penetap@p. cit him. 18
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Analisa hakim diperkuat dengan penggunaan pendabei
ahli (dokter) di persidangan bahwa penyimpangambagl
pemohon  berdampak kepada tidak sempurnanya
perkembangan organ kelamin laki-laki pemohon, tidak
tumbuhnya jakun, dan yang paling terlihat adalamitilé
kecenderungan berperilaku dan berpenampilan yataK ti
terhindarkan sebagaimana perempuan sekalipun shsiftra
pemohon adalah laki-laki. Dengan demikian hakim
menggunakan pendapat yang kedua bahwa factor lslabg
yang menjadi penyebabkan pemohon menderita tramsleks
Pendapat ini sebenarnya bertentangan dengan peritfapa
Dr. Djohansjah Marzoeki sebagai ketua operasi daatdimin
pemohon bahwa transeksual murni disebabkan fasikisp
bukan karena factor lingkungan.

Selanjutnya dalam pandangan hakim tindakan operasi
ganti kelamin terhadap pemohon telah dilakukan aesu
dengan prosedur yang telah ditentukan Ikatan Dokter
Indonesia. Dan operasi ganti kelamin hanya bisakdian
ketika tim medis menyatakan bahwa orang terselygkla
melakukan operasi ganti kelamin. Menurut keyakihakim
dengan prosedur semacam ini maka kekhawatiran bahwa
akan banyak penderita transeksual yang melakukanasip
ganti kelamin dengan mudah menjadi tidak relevaareKa
telah terdapat filterisasi yang jelas dan ketat tlar medis
yang bekerja di bawah sumpah jabatan dan standlar ID

Fakta-fakta tersebut kemudian diposisikan hakim
sebagai premis minor untuk selanjutnya dihubunglengan
undang-undang hak asasi manusia dan UUD sebagaispre
mayor untuk dianalisa sehingga menghasilkan sebuah
kesimpulan hukum. Proses seperti ini menunjukkamviaa
hakim menggunakan pendekatan induktif dalam merigana
perkara.
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b. Hukum Islam
Berkebalikan dengan Hakim Pengadilan, Pembahasan

MUI tentang operasi ganti kelamin penderita trassak
nampak sangat tekstudfis Yaitu model pemikiran yang
cenderung berkarakter positivistis, sangat mengacia teks
dan menggunakan pendekatan berpikir dedkii€arakter-
karakter tersebut mirip dengan karakter keluardeutmcivil
law sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Penalaran hukum sebagaimana diperagakan MUI dalam
kasus operasi ganti kelamin transeksual disadaumi &dak,
memang diarahkan kepada pencapaian pembenaran-
pembenaran menurut sistem logika tertutgfosed logical
syste Sistem logika demikian berbau simplistis kare
sangat menggantungkan pada perumusan premis Thayor
Hal ini terlihat walaupun pembahasan tentang opgasti
kelamin ini melibatkan para ahli di bidang kedokter
namun hukum kasus tersebut muncul dengan memberikan
peran yang lebih besar pada premis mayor (nagl) dan

8 Kesimpulan ini sesuai dengan pernyataan Aminugitkup bahwa fatwa
tentang tema operasi ganti kelamin transeksuak titlaasilkan melalui ijtihad
tapi cukup didapatkan dengan mengeluarkan hukunda nash melalui
kaidah-kaidah kebahasaaistiibah bayani. Pernyataan ini diperoleh dalam
wawancara peneliti dengan yang bersangkutan.

87 Ali Murtadho, Urgensi Pemetaan Pemikiran Hukum Islam dalam
menyikapi Ikhtilaf al-Ahkam Artikel dalam Jurnal Al-Ahkam Vol XV,
Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 200#.t8

*88 Shidarta, Putusan hakim Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan
Kemanfaatan Makalah dalam Lokakarya Nasional “Pemerkuatan @aman
Hak Asasi Manusia Untuk hakim Seluruh Indoneisa,ddfe Hotel Grant
Angkasa Medan, 2-5 Mei 2011, him. 2
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menekan peran premis minor yakni analisa obyektif
terhadap fenomena transeksual, dengan melakukan
simplifikasi dan menapikan adanya heterogenitay@lesb
transeksual. Hal ini nampak dari kesimpulan analidal
bahwa transeksual apapun sebabnya tidak bisa nienjad
alasan kebolehan tindakan operasi ganti kelamin.

4. Kesmpulan Hukum (conclusi)
a. Hukum Perdata
Kesimpulan hukumnya, pada diri AW terdapat fakieda
tertentu yang menjadikan dia layak untuk melakuiaaakan
operasi ganti kelamin. Atau tindakan operasi gaetamin
AW sah secara hukum. Keberhasilan operasi pengganti
kelamin transeksual diikuti dengan perubahan hdk-dhen

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan undang-gndan

b. Hukum Islam
1. Tindakan operasi ganti kelamin AW dan juga tindakan
operasi ganti kelamin penderita transeksual lainnya
apapun sebabnya melanggar syariat Islam. Penderita
transeksual yang telah melakukan operasi gantirkela
tetap dalam posisi jenis kelamin sebelum dilakukan

operasi kelamin.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Latar belakang munculnya perbedaan hukum operasi
ganti kelamin penderita transeksual antara hukundgt@ dan
hukum islam di Indonesia disebabkan perbedegal reasoning
antara keduanya. Sekalipun keduanya berangkatsgahukum
pokok yang sama yaitu tentang “kedudukan hukumaspeyanti
kelamin bagi penderita transeksual’ namun antakaruperdata
dan hukum islam berbeda dalam 3 (tiga) unsur leg@éoning
lainnya.

Hukum perdata yang tidak memiliki dasar hukum
spesifik tentang operasi ganti kelamin. Namun pogs harus
mau menerima, memeriksa dan memutuskan kasus pamba
kelamin, telah mengarahkan hakim perkara perdatakoriean
analisis dengan menggunakan epistemologi kontelggresif
dengan karakter konkrit ,obyektif dan menggunakandgkatan
induktif. Dengan epistemologi semacam ini maka rkesian
hukum yang dihasilkan lebih memungkinkan untuk nolmga
ketetapan pengesahan operasi ganti kelamin bagiepén
transeksual ketika ada fakta-fakta tertentu yabgrmiarkan secara
hukum. Dengan epistemology semacam ini sekaligush le
memungkinkan terpenuhinya asas kepastian, keaddan
kemanfaatan hukum sebagai prasyarat legal reasgaimy baik.
Namun satu hal yang disayangkan terlewatkan olkimhlaahwa
sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republdnesia
No. 226/Menkes/SK/VI/1979 seharusnya tokoh agariatkan
dalam tim medis yang melakukan assessment sebgbenasi.
Ketidakterlibatan tokoh agama ini tidak dicermalibo hakim
sehingga aspek moralitas tidak menjadi pertimbandalam
membuat keputusan hukum.
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Adapun hukum Islam sebenarnya memiliki rujukan
hukum vyang cukup untuk kasus operasi ganti kelamin
transeksual. Namun penggunaan epistemologi tdisstiengan
karakter abstrak, subyektif dan menggunakan pemaeka
deduktif. Menjadikan MUl melakukan analisa menusigtem
logika tertutup €losed logical systeinmengutamakan premis
mayor (nash) dari premis minor (kajian empiris aegt
transeksual). Dengan epistemologi semacam ini dierja
simplifikasi yang berefek pada generasilasi ketatapatwa.
Larangan operasi ganti kelamin berdasarkan kagils ini harus
berlaku bagi semua penderita transeksual tanpa haneli
heterogenitas yang melatarbelakanginya. Hukum y#magsilkan
di satu sisi memenuhi asas “kepastian” tapi memgpsmkan
keadilan dan kemanfaatan hukum.

. Saran-saran

Berdasarkan temuan-temuan selama proses penelitian,
peneliti menyampaikan saran-saran sebagai beikut :

1. Perlu disusunnya aturan hukum spesifik yang mengatu
operasi ganti kelamin, baik operasi penyesuaiarankiel
maupun perubahan kelamin.

2. Unsur tokoh agama perlu dilibatkan dalam tim medituk
melengkapi proses asessment dengan nilai-nilai agam

3. Perlu adanya forum melibatkan pihak-pihak yangibiatl
dengan operasi kelamin termasuk tokoh agama urgc#ra
secara terbuka membahas transeksual secara komgifehe
untuk membangun kesepahaman tentang fenomena
transeksual sehingga penderitaan dan hak-hakngarase
hukum dan sosial yang selama ini terabaikan segera
mendapatkan jalan keluar
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4. Khusus MUI perlu merubah paradigma dalam memahami
dalil-dalil yang terkait operasi kelamin dari takalis menjadi
kontekstualis.

. Penutup

Dengan memanjatkan syukur alhamdulillah, penulis
akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan laporaglifien ini,
dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Walgogrulis
telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis/adri
bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya. &dedna itu
penulis berharap ada pihak-pihak yang memberikasukaen
yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan lapdmni.

Penulis berharap, semoga laporan ini dapat berm@ianfa
khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pemnbac
terutama pihak-pihak yang terkait dengan tindakgrerasi
gantikelamin bagi penderta transeksual.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihb#tkpiyang
mengkritisi laporan ini. Ucapan terima kasih secaétasus
penulis sampaikan kepada Lemlit IAIN walisongo yaetph
memberi kesempatan bagi penulis untuk melakukarelpien
ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-kigpada
kita semua, Amin.

Semarang, 13 Agustus 2012
Peneliti

Asep Dadang Abdulah, M.Ag.
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